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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.

h.

TUBERNUR PAPUA BARAT,

bahwa penalaan ketatalaksanaan sebagai salah satu
unsur perubahan dalam reformasi birokrasi uniuk
mewujudkan organisasi instansi pemerintahan vang
tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proscs;

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menler
Pendayvagunaan Aparatur Negara dan  Relormasi
Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan
Pela Proses Bisnis Instansi Pemerintah
mengamandlkan  penyusunan  peta proses bisnis
instansi pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana
dimaksud dalam hurul a dan huruf b, perlu
menctapkan Peraturan Gubernur lentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah;

Undang-Undang Nomaor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi
Irian Jaya Daral, Kabupalen Paniai, Kabupatcn
Mimika, Kabupaien Puncak .Jaya dan Kota Sorong
{Lembaran Negura Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894} schagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000



Tentang Perubahan Pembentukan Propinsi Idan Java
Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Rabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Java Dan
Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3960);

Undang Undang MNomor 21 Tahun 2001 lenlang
Clonomi Khusus Bagi Provinsi Papua  [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151} sebagaimana tfelah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Peruhahan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang
Otonomi  Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang-Undang (Lemmbaran Negara Republik
Indonesian Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584];
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana  telah dinbah beberapa kali lerakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tenlang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan lembaran Negara Republik Tndonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 fentang
Adminisirasi  Pemerintahan  [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,



10,

11:

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor 560 1);

Peraluran Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 lentang
Pelaksunaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor D337);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 lentang
Peranglat Daerah  ([Lemburan Negara Repuhlik
Indonesia  Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Kepublik indonesia Nomor S88T);
Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2013 tentang Pembentukan Produk [lukum aerah
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) schagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam htg{ ri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perniibahan Mas.P: raturan  Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 {entang Pembentukan Produlk
Hukum Daerah (Berila Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menleri PPendayagunaan Aparalur Sipil
Negara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan
Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 41 1);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun
2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Keformasi
Birokrasi di Lingkungan Pemcrintah Daerah (Berita
Negara Republik Indenesia Tahun 2019 Nomor 163);
Peraturan Ducrah Provinsi Papua DBarat Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan
Perangkat 1»aerah (Lembaran Dacrah Tahun 2016
Nomaor 7} sebagimans telah diubah dengan Peraturan
Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2019 tenlang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN PETA
PROSES BBISNIS INSTANSI PEMERINTAH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasgal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini vang dimaksud dengan:

k.

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan
kerja yang elektil dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan
kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan
kcluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk sualu
Proses.

Imprit adalah sumber daya vang akan digunakan dalam suatu proses.
Proses adalah serangkaian tahapan vang mengubah input menjadi
oLt

Cutput adalah sumber dava vang dihasilkan dari suatu proses.

Customer adalah unit organisasi vang menerima oulpul dar suatu
PIOSCS.,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Baral.

Insiansi Pemerintah adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah
Provinsi Papua Barat.

Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.

Pasul 2

(1] Maksud penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah adalah

schagai acuan bagi Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Papua Barat guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan

strategi organisasi.

(2] Tujuan penyusunan Peta Proses Disnis Instansi Pemerintah, yaitu agar

Instansi Pemerintah:

a. mampu melaksanakan tugas dan fugsi secara efektif dan efisien:

b. mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun
ckstermal mengenai proses bisnis yang dilakukan unluk mencapai



visi, misi, dan tujuan; dan

memiliki  aset  pengetahuan  yang mengintegrasikan  dan
mendokumentasikan secara rinci mengenai proses hisnis VANg
dilakukan untuk mencapai visi, misi. dan tujuan, di mana aset
pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan siralegis
terkait pengembangan organisasi dan sumber dava manusia secrta
penilaian kinerja.

(3} Manfaat penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemcrintah, yaitu

agar Instansi Pemeritah:

d.

mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan
suatu proses schingga solusi penyempurnaan proses lehih terarah;
dan

memiliki standar pelaksanaan pekerjaan schingsa memudahkan
dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan
pekerjaan.

BAB II
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH

‘asal 3

{1} Penyvusunan Pela Proses Bisnis Instansi Pemerntah merupakan acuan

bagi Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

Barat untuk menggambarkan hubungan kerja vang efeldtif dan efisien

antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan

tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran vang bernilai
tambah bagi pemangku kepentingan.

(2] Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah sebagaimana
tersebut pada ayat (1) terdiri dari:

=M

L~ T~

Bab I Pendahuluan;

Bab 11 Tinjauan Pustaka;

Bah 1 Metodologi;

Bab IV Deskripsi Objek Kajiang

Bab V Penataan Tatalaksana Peta Proses Disnis Instansi
Pemerintah; dan

Bab VI Fenutup.



Pasal 4

{1} Penyusunan Peta Proses Bisnis Intansi Pemerintah dilaksanakan oleh
Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

(2} Ruang lingkup penyvusunan [cta roses Bisnis Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada avat 1, meliputi selurah kegiatan pada
Instansi Pemerintab di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Darat
sesual dengan rencana strategis dan rencana kerja organisasi.

(3] Hasil penyusunan Peta Proses DBisnis Instansi Pemerintah pada Instansi
Pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat dilaporkan
kepada Gubernur c.g Sekretaris Daerah Provinsi melalui  Biro
Organisasi Sckretariat Dacrah Provinsi Papua Barat.

Pasal 5
Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah tercantum dalam Lampiran yvang

meripakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BARB III
KETENTUAN PENUTUI?

Pasal 6
Peraturan (GGubernur ini mulai berlalu pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari

pada tangegal 25 April 2022

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTT

DOMINGGUS MANDACAN



Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTI

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

Dr. ROBERTH K. R. HAMMAR, 5. H., M. Hum., M.M
Pembina tama Madya
NIP, 19650818 199203 1 022



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUE PAPUA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
INSTANSI PEMERINTAH

BABI
PENDATTULUAN

1.1 Latar belakang

Untuk meningkatkan kinerja birokrasi, Pemerintah mengamanahkan
Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daersh agar mempercepat tercapainya
tata kelola pemerintahan yang baik dengan reformasi birokrasi. Adapun ke 8
area perubahan reformasi birokrasi terscbut adalah; organisasi, lalalaksana,
peraturan  perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur,
pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan perubahan pola pikir
(rundset].  Kebijakan reformasi birokrasi telsh memaksa seluruh elemen
birokrasi untuk melakukan perubahan sistematik dan tercncana menuju
tatanan administrasi pemerintahan yvang lebih baik. Reformasi birokrasi
bertujuan uniuk menjadikan aparatur sipil negara yang lebth profesional,
clektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan
yvang baik.

Salah satu dari 8 area perubahan yang menjadi agenda reformasi
birokrasi adalah tata laksana. Hasil yang diharapkan dari perubahan area ini
adalah perubahan sistem, proses dan prosedur kerja vang jelas, efcktif, elisien,
terukur dan sesual dengan prinsip-prinsip good governance. Sistem dan
proscdur kerja birokrasi selama ini vang tidak sistematis dan tidak terarah
harus diubah agar dapat mewujudkan cfeltivitas dan  efisiensi dalam
birokrasi. Dengan demikian penyelenggaraan pelayanan publik dapat lebih
prima. Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunsan Aparalur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tenlang Pedoman Penataan Tata
Laksana (Husiness Process| yang kini telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayvagunaan Aparatur Negars dan Reformnusi Birokrasi Nomor 19 Tahun
2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah adalah
langkah maju dari Pemerintah untuk segera mewlujudkan perubahan area
ketatalaksanaan tersebut.



Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan
kerja yang clektif dan efisicn antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja
sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang
bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berbicara cfcktivitas dan
efisiensi sangat terkail dengan proses bisnis vang digunakan oleh organisasi
dalam menghasilkan output dan outeome. Proses bisnis yang berbelit-belit dan
tumpang-lindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain
akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu,
seiap  unit  organisasi memerlukan peta proses bisnis ¥ang marnpu
menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam rmencapai
visi, misi, dan tujuan organisasi. Jadi sebuah keniscayaan, sebuah organisasi
harus menyusun pela proses bisnis dengan mengacu pada dokumen
perencanaan pembangunan daerah. Sehingga akan terjadi keselarasan antara
fujuan organisasi dengan langkah vang dilakukan oleh birokrasi.

Mclihat pentingnya penyvusunan peta proses hisnis bagi instansi
pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua Barat pada tahun anggaran 2021 ini
melakukan penyusunan peta proscs bisnis. Dengan melihat luasnya cakupan
kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Barat, maka pada penyusunan peta
proscs bisnis pada tahun ini dibatasi pada lingkup peta proses, peta subproses
dan peta relasi. Diharapkan dengan kegiatan ini dapal lergambarkan tata
hubungan kerfa yang efektif dan elisien antar unit organisasi di lingkungan
Pemerintah Provinsi Papua Barat.

1.2 Ruang Lingkup

. Pemetaan peta proses bisnis Instansi Pemerintah Provinsi Papua Barat;

b Pemetaan peta subproscs dari pela proses bisnis Instnasi Pemerintah
Provinsi Papua Barat; dan

C. Pemetaan peta hubungan (Relation Map) peta proses bisnis instnasi
Pemerintah Provinsi Papua Barat.

1.3 Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 {entung Pemerintah Daerah:

C. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  Administrasi
Pemerintahan;

d. Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 81 Tahun 2010 teniang
Cruand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;



i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Relormnasi
Birgkrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyvusunan Peta Proses Bisnis
Instansi Pemerintah; dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Papua
Barat Tahun 2017-2022.

BAIZ 1T
TINJAUAN FUSTAKA

2.1 Reformasi Birokrasi

Pada cra orde bary, prakiik KKN dan kepentingan penguass secakan-
akan menjadi perilaku para birokrat. Bahkan birokrasi vang berjalan di
dalamnya seakan-akan dibangun untuk memperkuat para penguasa dan
diibaratkan sebagai kerajaan pejabat (Thoha, 2012). Padahal fungsi birokrasi
ini menentukan kemiskinan, kesenjangan, dan pertumbuhan ckonomi suatu
negara (Kasul and Rogger, 2017). Perilalku birokral yang cenderung melakukan
korupsl, kolusi, dan nepotisme [KKN] semakin mengeruculkan image negatif
birokrasi publik di masyarakat (Dwiyanto et al., 2002).

Memasuki ecra reformasi, tantangan pemerintah Indonesia dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan mengatasi
knsis kepercayaan masyarakal terhadap layanan publik. Krisis yvang munciil
akibat bangunan birokrasi selama periode orde baru ini bahkan memicu
protes di tingkat pusat maupun daerah (Dwivanto et al., 2002; Thoha, 2012).
Akibat dari perilaku birokrat yang cenderung tidak mendukung pelavanan
publik telah menyebabkan tujuan awal birokrat dalam memberikan Iayanan
publik bergeser ke arah pragmatisme dan menurunkan integritas dan
kualilssnya (Horhoruw et al., 2012}, Idealnya penyvelenggaraan layanan publik
oleh aparat pcmerintah pemberi lavanan publik harus dilakukan tanpa adanya
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Girindrawardana, 2002). Lehih
lamjut, dari sebuah survei dilaporkan bahwa indeks inlegritas layanan publik
berada di peringkat 70 dari 109 negara, bahkan di bawah nepars-negara
tetangga seperti Timor Leste, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Bahkan, dalam
survei tersebut, komponen layanan administrasi menjadi yvang terburuk
dengan berada pada peringkat 97 (MungiuPippidi ct al., 2017). Hal terschut
sekaligus menandakan babwa perlu adanya perbaikan lerutama pada aspek
adminisirasi publik agar penyelenggaraan pelayanan publik menjadi lebih
optimal (Thahir Haning, 20018)



Namun kini Pemerintah Republik Indonesia telah berperak maju uniuk
dapat merubsh manajemen pemerintahannya kearah vang lebih bail Sejak
gerakan reformasi pada 1998 kampanye terlait penataan kembali manajemen
pemerintahan terus gencar dilakukan. Kampanye ini tak dapat dilepaskan dari
makin buruknya kinerja birokrasi dan maraknya korupsi akibal tdak
profesional, tidak efektif dan tidak efisiennva birokrasi, Selain itu hirokrasi
Indonesia juga masih tidak rasional sccara ukurun organisasi masih gemulk,
kaya struktur namun miskin fungsi. Tidak netral dan tidak transparan,
Masalah-tnasalah ini menjadi kendala serius bugi birokrasi yang semestinya
lebih progresif dalam merespons perubahan masyarakat vang terjadi selama
periode 1998-2010.  Gerakan reformasi 1998 vane scharusnya menjadi
tonggak reformasi birokrasi Indonesia dalam tataran prsksisnya  sulit
diwujudkan. Bisa dikatakan bahwa selama rentang waktu 12 tahun terakhir
perjuangan untuk mewujudkan pemberantasan KEN belum mencapai hasil
yang maksimal Banyak kendala dan tsntangan yang membuat reformasi
birokrasi masih menjadi wacana dan kalaupun dilakukan sangat parsial (Siti
Zuhro, 2010).

Untuk mewnjudkan birokrasi yang lebih baik dibutuhkan keberanian
pemerintah untuk mereformasi birpkrasinya. Termasuk juga Pemerintah
Daerah. Ke depan birokrasi pemerintah daerah juga harus menjadi birokrasi
yvang mendukung secara luas terciptanya ruang partisipasi  publik,
pemberdayaan dan peningkatan kreativitas masyarakat. Untulk itu birokrasi
perlu mengurangi kadar pengawasan dan represi terhadap hak ckspresi
inisiatif dan krealivitus masyarakat local. Selain itu perlu pula ditingealkan
cara-cara penguasaan masyarakat lewat kooptasi kelembagaan dan sikap
dominasi hegemoni. Birokrasi perlu merelrut SDM  dari luar untuk
memperkuat institusi dan transformasi menuju birokrasi profesional Birokrasi
yang kompetitilf memasukkan semangat kompetisi di dalam dan  antar
birokrasi. Schagai contoh pemerintah kabupaten/kota perlu menciptakan
birokrusi daerah yang masing-masing bagiannya saling bersaing  dalam
memberikan pendampingsn dan penyediaan regulasi dan barang-harang
kebutuhan public {Siti Zuhro, 2010).

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2010
tentang grand Design Reformasi Birokrasi  2010-2025 Pemerintah
menunjuklkan komitmennya untuk ke depan dapat melangkah Iehih baik lagi.
Oleh karena itu gerakan reformasi untuk birokrasi Indonesia harus
dipersiapkan dan dircncanakan sebaik-baiknya dalam bentuk Grand Design



Reformasi Birokrasi,

Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk vang berisi
arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun wakiu
2010-2025, Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi adalah  bentuk
operasionalisasi Grand Design  Relormasi Dirokrasi vang disusun  dan
dilakukan sctiap 5 (lima} tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi
hirokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya sclama lima tahun dengan
Sasaran per tahun yang jelas. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sedangkan Road Map Reformasi
Birvkrasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar dapat memiliki sifat fleksibilitas
sebagai suatu living document.

Di dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dijelaskan bahwa konsep
reformasi  birokrasi  berkaitan dengan mbuan proses tumpang tindih
loverlapping) antar [ungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai,
dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikil. Konsep reformasi birokrasi
juga berkailan dengan upayva menala ulang proses birokrasi dari Lingkat
terlinggi hingga terendah dan melakukan lervbosan baru dengan langkah-
langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, dengan cara berfikir
di luar kebiasaan/rutinitas yvang ada {out of the box), perubahan paradigma,
dan dengan upaya luar biasa. Konsep reformasi birokrasi juga berkaitan upaya
merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan
dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan
tugas fungsi inslansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru,

Reformasi  birokrasi dalam  beberapa  literatur disebul reformasi
administrasi publik atau ada yang menycbut reformasi administrasi. Menurud
Mosher, (dalam Kais dan Flassy, 2005:5) bahwa Reformasi Administrasi Publik
terdin atas;

a. Reorganisasi administrasi, wyang sering disebut sebagai aspek
institusional (kelembagaan)

b. Perubahan sikap, perilaku, dan nilai orang-orang yang terlibat dalam
proses reformasi, sering disebut schagai aspek perilaku.

Hampir sama scperti yang disampaikan Caiden (1991:100), dua hal
vang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan reformasi administrasi

vailu:



A. Organisasi melipuli tujuan, target, kebijaksanaan, ukuran, hentuk,
struktur dan kebiasaan organisasi;
b. Individu, meliputi hak, kewajiban, legalitas, ambisi, harapan,

krcativitas dan Iain-lain.

Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan memberi penekanan pada
aspck  efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi menjadikan  reformasi
birokrasi sebagai prasyarat utama mewujudkan pemerintahan vang haik,
Karena kalau dikembalikan Iagi pada makna reformasi birokrasi adalah upaya
melakukan perubahan sistematik dan terencana menuju tatansan administrasi
publik yang lebih baik. Pemerintah daerah harys lebih fokus seperti vang
disampatkan Caiden dam Mosher harus melaksanakan reformasi institusional
dan melaksanakan reformasi perilaku birokrasi.

Makna reformasi birokrasi adalah: Perubahan besar dalam paradigma
dan tala kelola pemerintahan Indonesia; Pertaruhan besar begi hangsa
Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Berkaitan dengan obuan
proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan
pegawal, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit; Upaya menata ulang
proses Dbirokrasi dari tingkal (lertinggi hingga lercndah dan melakukan
lerobosan baru dengan kangkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-
sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas vang ada, dan dengan upaya luar
biasa; Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan
berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusal dan dacrah,
dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan
peran baru.

Atas dasar makna tersebul, pelaksanaan reformasi birokrasi
diharapkan dapat: Mengurangi dan akhirnya menghilangkan sctiap
penyalahgunaan kewenangan publik olch pejabat di  instansi  vang
bersangkutan; Menjadikan negara yang memiliki birokrasi yang bersih,
mampu, dan melayani; Meningkatkan mutu pelayanan kepada masvarakat:
Meningkatkan mulu  perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan / program
instansi; Meningkatkan cfisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua
segl tugas organisasi; Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktil, dan
efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan
slrategis.

Arah dan kcebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi sccarn nasional

ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Groand



Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Ukuran keberhasilan tahun 2025,
vang diharapkan telah menghasilkan governance yang berkualitas di sctiap
Kemenierian/Lembaga dan Pemerintah Dacrah, ditandai dengan:

a. ldak ada korupsi;
tidak ada pelanggaran;
APBN dan APBD baik;
semua program selesai dengan baik:

an o

scmua perizinan sclesal dengan cepat dan tepat;
komunikasi dengan publik baik;
penggunaan wakiu (jam kerja) efektifl dan produktil;

= T

penerapan reward dan purishment secara konsisten dan berkelanjutan:

=
"

hasil pembangunan nyata (pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, dan
pro pengurangan kemiskinan), artinya menciptakan lapangan pekerjaan,
mengurangl kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat,

Salah satu agenda reformasi total di Indonesia adalah menciptakan goodd
governance dalam rangks membentuk Indonesia baru. Ada tiga aktor utama
dalam rangka Good Governance: Pemerintahan negara dimana birokrasi
termasuk didalamnya; dunia usaha (swasta, dan usaha-usaha nicgara); dan
masyarakat. Ketiga aktor vang berperan dalam penyelenggaraan negara dan
pembangunan bangsa tersebut memiliki posisi, peran, tanggungjawah, dan
kemarmpuan yang diperlukan untuk suatu proses pembangunan yvang dinamis
berkelanjutan. Dalam konsep good guvvernance, ketiga aktor dalam sistem
administrasi negara ditempatkan sebagai mitra yvang setara.

Reformasi  birokrasi merupakan usaha mendesak, mengingat
implikasinva yang begitu luas bagi musyarakat dan negara. Perlu usaha usaha
serius agar pembaruan birokrasi menjadi lancar dan berkelanjutan. Ada dua
usaha scrius yang perlu diperhatikan: langka internal dan langkah eksternal.
Berikut ini adalah langkah langkah yang perfu ditempuh menuju reformasi
birokrasi (Hardjapamekas, 2002:283),

Langkah Internal:

a. Meluruskan orientasi. Relormasi birokrasi harus berorientasi pada
demokratisasi dan bukan pada keluasaan. Perubahan birokrasi harus
mengarah pada amanah rakyat karena rcformasi birokrasi harus
bermuara pada pelayanan masyarakat.

b. Memperkuat komitmen. Tekad birokrat untuk berubah harus
ditumbuhkan. Ini prasvarat penting, karena tanpa diserlai lekad yang



kKuat dari birokrat untuk berubash, maka reformasi birokrasi akan
menghadapi banyak kendala, Untuk memperkuat tekad perubahan di
kalangan  birokrat, perlu  ada  stimulus, seperti peningkatan
kesejahteraan, tetapl pada saat yang sama tidak memberikan ampun
bagi mercka yang membuat kesalahan atau bekerja tidak benar.

€. Membangun kultur baru. Kultur birokrasi kita begitu buruk, konotasi
negalil scperti mekanisme dan proscdur kerja  berbelit-belit dan
penyalahgunaan stalus perlu diubah. Sebagai gantinya, dilakukan
pembenahan kultur dan etika birokrasi dengan konsep transparansi,
melayani secara terbuka, serta jelas kode etiknya,

d. Rasionalisasi. Struktur kelembagaan birokrasi cenderung gemuk dan
tidak elisien. Rasionalisasi kelembagaan dan personalia menjadi penting
dilakukan agar birokrasi menjadi ramping dan  lincah  dalam
menyelesaikan  permasalahan, serta dalam  menyesuaikan dengan
perubahan-perubahan yang terjadi di masvarakat, termasuk kemajuan
teknologi,

€. Memperkuat payung hukum, Upaya reformasi birokrasi perha dilandasi
dengun aturan hukum yang jelas. Aturan hukum yang jelas bisa menjaci
koridor dalam menjalankan perubahan-perubahan,

[ Peningkalan Kualitas SIDM, Semua upaya reformasi birokrasi tidak akan
memberikan hasil yang optimal tanpa disertai SDM yang handal dan
profesional. Karenma itu  perlu penataan dan  sistem rekrutmen
kepegawaian, sistem  penggajian, pelaksanaan pelatiban, dan
peninglatan kesejahteraan,

Langkah Eksternal:

a. Homitmen dan keteladanan elit politik, Relormasi birokrasi merupakan
pekerjaan  besar karena menyangkut sistem besar negara yang
mengalami  tradisi buruk untuk kurun yang cukup lama. Untulk
memutus tradisi lama dan menciptakan tatanan dan tradisi baru, perlu
kepemimpinan yang kuat dan yang patut diteladani. Kepemimpinan
yang kuat berart hadimya pemimpin-pemimpin yang berani dan tegas
dalam membuat kepulusan. Sedangkan keteladanan adalah keberanian
memberikan contoh kepada bawahan dan masvaralat.

b. Pengawasan masyarakal, Reformasi birokrasi akan berdampak langsung
pada masyarakat, karena peran birokrasi yang utama adalah
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tataran  ini



masyarakat dapat dilibatkan untuk mengawasi kinerja birokrasi,
Misalnys, menegur birukrat vang lamban dalam melayani masyarakat,
atau yang sedang santai saja.

2.1.1.1 Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan cara pemerintah untuk mewyjudkan
good governance, Relormasi birokrasi dapat menjadi permulaan sebuah nCgara
untuk maju. Dengan penalaan freform) sistem penyelenggaraan pemerintahan
yang lebih  elektifl dan efisien, diharapkan terwujud penyelenggaraan
pemerintahan  yang berdampak lerhadap pelayanan terhadap masyvarakal
secara tepal, cepat, dan profesional.

Relormasi birokrasi dimula dar lingkungan kementerian dan lembaga.
Semakin banyak kementerian dan lembaga vang melaltulkan  relormasi
birokrasi maka scmakin cepal negara mencapai tujuan pembangunan serta
tercipta good governance. Pembaharuan dan perubahan yang harus dilakukan
antara lain organisasi, proses bisnis, dan sumber dava manusa dalam sistem
penyelenggaraan pemerintahan. Yang sangat diperhatikan dalam reformasi
birokrasi adalah rasionalisasi birokrasi yang mewujudkan efektivitas, efisiensi,
dan produktivitas melalui pembagian kerja yang bersifat hierarki dan
horizontal yang seimbang, diukur dengan perbandingan volume beban lugas
dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pPengawasan
vang ketaf,

Perubahan dan pembaharuan di bidang organisasi dilakukan dengan
penatasn kembali misi, visl, sasaran, program, agenda kebijakan, dan kinerja
kegintan menjadi lebih terencana, bertanggungjawab, lerbuka, dan eksesil.
Proses bisnis dalam birokrasi ditata sehingga lebih sederhana dan mudah
serta menghasilkan pelayanan yang prima. Perhatian juga harus diberikan
kepada sumber daya manusia yang menjalankan tugas agar mereka semakin
profesional dalam membetikan pelayanan dan menjalankan tugas masing-
Masing.

Dengan  reformasi  birokrasi maka  terwujudnya  penyelengoaraan
pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan,
partisipatif, akuntabel dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya
dan  perilaku  birokrasi yang didasari oleh etiks, pelayanan dan
pertanggungjawaban publik serta integritas pengabdian dalam mengemban
misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bemcgara akan

terwiyjud.



Sasaran relormasi birokrasi adalah meningkatnya kinerja birokrasi vang
berorientasi hasil melalul perubahan secara terencana, bertahap, dan
terintegrasi dari berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah. Dalam hal
ini di kenal apa yang disebul schagai 8 (delapan) area perubahan dalam
reformasi birokrasi, yaitu:

Pola Pikir dan Buduaya Kerja (Manajemen Perubahan);
Penataan Peraturan Perundang-undangan;

Penataan dan Pengualan Organisasi;

Penataan Tata Laksana;

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
Penguatan Pengawasan;

Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan

R a0 oo

Peningkatan Kualitas Pelavanan Publik

Delapan areca di atas menjadi pokok perhatian utama dalam
pelaksanaan relormasi birokrasi baik di tingkat pusal muaupun daerah.
Diharapkan dengan adanya perbaikan perbaikan dalam delapan area ini sosok
birckrasi yang ideal secara bertahap akan dapat diwujudkan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-
2025 menetapkan lahapan pembangunan yang meliputi periode RPRIMN I
(2005-2009), periode REJMN II (2010-2014), periode RPJMN [ {2015-2019),
dan periode RPJMN IV {2020-2024). Sasaran lima tahunan dalam Grand
Design Reformasi  Birokrasi ini mengacu pada periodisasi tahapan
pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2005-2025.

d. Sasaran lima tahun pertama (2010-2014)

Sasaran reformasi birokrasi pada lima tahun pertama difolcuskan
pada  penguatan birokrasi pemerintah  dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme,
meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyvarakat, serta
meningkatlan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

h. Sasaran lima tahun kedua (2015-2019)

Selain implementasi hasil-hasil yvang sudah dicapai pada lima
tahun pertama, pada lima tahun kedua jugs dilanjutkan upaya yang
belum dicapai pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah

pada litma tahun pertama,



c. Sasaran lima tahun ketiga (2020-2024)
Pada periode lima tahun keliga, reformasi birokrasi dilakulkan
meialul peningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus untulk

menjadi pemerintahan kelas dunis sebagai kelanjutan dad reformasi
birokrasi pada lima tahun kedua.

PEMERINTAHAN KELAS DUNIA

Sasaran Hma tahun
ketiga (2020- 2024

Sasaran lima tahun
kedua (2015 - 201
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Gambar 2.1 Pentahapan Pencapaian Sasaran Lima Tahunan

2.1,1 Pclaksanaan Relormasi Birokrasi di Indonesia

Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Brncana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan
aparalur ncgara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung
keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Penyusunan Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengacu  pada RPJPN  2005-2025 dan
dokumen-dolkumen RPIMN yang disusun seliap lima tahun sclama periode
2005-2025. Keterkaitan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan
RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010 2014, RRIMN 2015-2019, dan RPJMN
2020-2024, dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.
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Gambar 2.2 Keterkaitan Grand Design Reformasi Birolrasi 2010-2025 dengan
EPJPN 2005-2025 dan RPRJIMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019,
dan RPJMN 2020-2024

Pelaksanaan Reformasi DBirvkrasi Pemeriniah di  Indonesia peada
dasarnya dimulai sejak akhir tahun 2006 yang dilakukan melalui pilot project
di Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan  Pemeriksa
Keuangan. Sejak iy, dikembangkan konscp dan kebijukan Reformasi
Birokrasi yvang komprehensif yang ditetapkan dengan Peraluran Presiden No.
&1 Tabun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan
setiap lima tahun dikeluarkan Permen PANRD tentang Road Mup Relormasi
Hirokrasi untuk periode vang bersangkutan. Selain itu, diterbitkan pula
pedoman dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yvang ditetapkan
dengan Permenpan RB yang meliputi pedoman tentang Pengajuan dokumen
usulan sampai dengan mekanisme persetujuan pelaksanaan  reformasi
birokrasi dan tunjangan kinerja.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, secara bertahap
dilakukanlah langkah langkah relormasi birokrasi., Organisasi pecmerintahan
pusat, baik Kementerian maupun Lembaga, adalah vang pertama-tama
menyusun rencana (roadmap] reformasi birokrasi sebagai langkah awal
membenahi birokrasi mercka. Kemudian disusul secara bertahap oleh
pemerintahan di daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota,



Terdapat 3 (tigal tahapan besar proses relormasi birokrasi vang harus
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, vaitu:
a. Perencanaan

b. Pelaksanaan

. Monitonng dan evaluasi

1.2 Aspck Tata Laksana (Business Process) Dalam Organisasi

Penataan ketatalaksanaan disrtikan sebagai penataan carn mengurus
(menjalankan, melaksanakan) aktivitas usaha (perusahaan). Tujuan
pendayagunaan  ketatalaksansan  adalah  mewujudkan  tatalaksana yang
ringkas/simpel, efektif, efisicn dan transparan serta moemberikan pelayanan
prima dan pemberdayaan masyarakat. Sedang sasaran vang hendak dicapai
dari  pendayagunasn  ketatalaksanaan  adalah  menyederhanakan dan
menertibkan sistem tata kelola, proscdur dan mekanisme kerja aparatur
pemerintahan (Sedarmayanti, 2009:88).

Menurut Hilton organisasi mengendalikan dua tipe proscs, vaitu proses
produksi dan proses bisnis. Proses produksi  secara Iangsung  vang
menghasilkan produk berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan
pelanggan  external. Scdangkan proses hisnis merupakan proses yang
mendukung proses produksi (Hilton, 2003).

Suatu urutan pekerjaan yang menggunakan sumber daya perusahaan
guna mendukung proses produksi (Agung dan Imdam, 2014). Business Process
Inprovement (BPI] dapat dikatakan schagai sebuah metodologi peningkatan
aklivilas bisnis perusahasn secara terorganisir dan terenicana. BPI merupalkan
pendekatan terstrukiur untuk dapat menganalisa dan meningkatkan aklivitas
perusahaan secara berkelanjutan, BPI memberikan sualu sistem yang akan
membantu dalam proses penyederhanaan/streamlining dari proses-proses
bisniz yang dilakukan. Sistem yang dimiliki oleh BPI ini memberikan jaminan
bahwa pelanggan internal dan eksternal dari organisasi akan mendapatkan
outpui yang jauh lebih baik. Manajemen proses bisnis merupakan pendekatan
yang ditempuh perusahaan untuk beralih dari organisasi yang berorientasi
departemen (perusahaan yang diorganisasir antar departemen  vang
dikclompokkan berdasatkan proses atau fungsi) ke siruktur tim vang
beroricntasi proses yang melintasi batas-batas departemen (Grifin, 2006),

Proses bisnis juga dapat diartikan sebagai serangkaian instrumen untulk
mengorganisir suatu kegiatan dan untuk meningkatkan pemahaman atas
keterkaitan suatu kegilatan (Weske, 2007). Adapun pengertian lain dari proses



bisnis [Sparx System, 2004] adalah sekumpulan kegiatan atau aktivitas yang
dirancang untuk menghasilkan suatu keluaran tertentu bagi pelanggan
tertentu. Menurut Hammer dan Champy dalam Weske {2007] proses bisnis
adalah sckumpulan kegistan vang mengambil salah satu atau banyalk
masukan dan menciptakan sebuah keluaran yang berguna bagi pelanggan.

Menurut Rummler dan Drache dalam Siegel (2008) proses bisnis adalah
sckumpulan kegiatan dalam bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa.
Kegiatan proses bisnis ini dapat dilakukan baik secara manual maupun
dengan bantuan sistem informasi (Weske, 2007). Dalam scbuah proses bisnis,
harus mempunyai (1) tujuan yang jelas, (2) adanya masukan, (3) adanya
keluaran, (4) menggunakan resource, (5) mempunyai sejumlah kegiatan yang
dalam beberapa tahapan, (6) dapat mempengaruhi lebih dari satu unit dalam
organisasi, dan {7} dapat menciptakan nilai atau value bagi konsumen [Sparx
Systen, 2004,

Menurul Weske (2007) scbuah proses bisnis terdiri dari serangkaian
kegiatan yang dilakukan dalam koordinasi di lingkungan bisnis dan teknis.
Serangkaian kegiatan ini bersama-sama mewujudkan sirategi bisnis. Suatu
proscs bisnis biasanya diberlakukan dalam suatu organisasi, tapi dapat juga
saling berinteraksi dengan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi lain.

Hammer dun Champy (1993) menyatakan bahwa proscs bisnis
merupakan sekumpulan aktivitas yang memerlukan satu  atau  lebih
masukan/input dan membentuk suat keluaran/output vang memilild nilai
yang diinginkan pelanggan. Menurut Wikipedia Indonesia, proses bisnis
adalabi sualu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstrukiur yang saling
terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau vang menghasilkan
produk atau layvanan demi meraih fujuan terlentu. Pengertian berbeda
disampaikan oleh Paul Harmon (2003) yvang menyatakan bahwa proses bisnis
adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh suatu hisnis dimana
mencakup misiasi input, transformasi dari suatu informasi, dan menghasilkan
output.

Suatu proses bismis yang baik harus memiliki tujuan-tujuan seperti
mengelektiflkan, mengefisienkan serta membuat kemudahan pada proses-
proses di dalamnya. Kinerja perusahaan terganiung pada seberapa baik proses
hisnis dirancang dan dikoordinasikan, Proscs bisnis perusahasn dapat
menjadi sumber kekuatan kompetitif jika dapat memungkinkan perusahaan
unluk berinovasi atau untuk menjalankannya dengan Iebih baik dard
pesaingnya. Proses bisnis juga dapal menjadi kewajiban jika berndasarkan



kepada cara bekerja vang telah usang vang menghalangi kewaspadaan dan
clisiensi organisasi,

Charles Coates (1995) mengungkapkan bahwa proses bisnis merupakan
delivery sistem ditambah dimension of time dan keterganiungan dari aktivitas
dalam perusahaan. Kata kund dar definisi di atas adalah sebagai heriloat:

a. Delivery sistem merupakan rangkaian ketergantungan aktivitas
perusahaan yang terdiri dari alctivitas internal dan eksternal {pembelian
dan pemasok)

b. Dimension of time, Waktu adalah faktor krusial dari rantai pembeli dan
pemasok. Keccpatan waktu proses berpengaruh pada peningkatan
kapuasitas kerja sehingga menurunkan unit cost pada jumlah produksi
yang tinggi.

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa proses bisnis dipengaruhi
oleh rangkaian aktivitas perusahaan secara internal dan eksternal serta
tambahan kecepatan waktu proses.

Menurut Whitten (2001) analisis proses bisnis adalah kajian dan
evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan proses bisnis perusahaan
untuk mengidentifikasi dampak dari kegiatan tersebul dalam menciptakan
nilai atau menambah nilai terhadap bisnis perusahaan. Analisis proses bisnis
merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan perusahaan pada saat
perusahaan akan melakukan rekavasa ulang proses bisnis. Untuk lebih
menjelaskan hubungan antara analisis proses bisnis dengan rekayvasa ulang
bisnis, terlebih dahulu kita lihat tahapan-tahapan vang harus dilakukan
dalam rangka melakukan rekavasa ulang proses bisnis,

Setiap proses bisnis dianalisis dan diteliti secara cermat apakah terjadi
bottlenecking, repetisi atau pekerjaan ulang vang mengakibatkan
ketidakefisienan. Analisis dan studi ini dimaksudkan untuk menemukan
proses bisnis mana yang mempunyal dampak besar terhadap nilai tamhbah
perusahaan. Terhadap proses bisnis terscbut dilakukan pengkajian Iehih
lanjul untuk menemukan adanya kesempatan untuk melakukan perbaikan
sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Analisis proses bisnis
merupakan bagian dar rekayasa ulang proscs bisnis. Dalam melakukan
analisis proses bisnis, kegiatan dilakukan hingga tahap kedua sedangkan
dalam melakukan rekayvasa ulang proses bisnis, kegiatan ditcruskan hingga
tahap tiga.



2.2  Teor Ketatalaksanaan (Business Process) Dan Administrasi/Manajemen

Penataan ketalalaksanaan disrtikan sebagai penataan cara mengurus
{menjalankan, melaksanakan) aktivitas usaha (perusahaan). Tujuan
pendayagunaan ketatalaksanaan adalah  mewujudkan  i1atalaksana Vang
ringkas/ simpel, efcktif, efisien dun transparan serta memberikan polayanan
prima dan pemberdayaan masyarakat. Sedang sasaran yang hendak dicapai
dari  pendayagunaan ketatalaksanaan  adalah  menyederhanakan  dan
menertibkan sistem tata kelola, proscdur dan mekanisme kerja aparatur
pemerintahan (Sedarmayanti, 2009:88).

Menurut rumusan The Liang Gic vang dikutip Tjiokroamidjojo (1995:4)
vang dimaksud administrasi adalah segenap proses penyelenggarann dalam
setiap usaha kera sama sekelompok manusia untuk mencapai  fujuan
tertentu. Prillner dalam Suradinala (1998:3) mengatakan administrasi dapat
dirumuskan sehagai pengorganisasian dan pengarahian sumber
manusia/tenaga kerja dan materi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Siagian [2004:2-3) mendefinisilkan administrasi sebagai keseluruhan
proses kerja antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas
rasionalitas  tertentu  untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
schelumnya. Ada beberapa hal yang terkandung dalam definisi tersebut,
antara lain: Pertarma, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang
dikelahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak dikctahui: Kedua,
administrasi mempunyai unsur-unsur lertentu, yaitu adanya dua manusia
atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas atau tugas -
tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk
melaksanakan  tugas-tugas  itu. Ke dalam golongan peralatan dan
perlengkapan termasuk pula wakiu, lempat, peralatan materi serta sarana
lainnya; Kefiga, bahwa administrasi sebagai proscs kerja sama bukan
merupakan hal vang baru karena ia telah timbul bersama-sama dengan
timbulnya peradaban manusia.  Tegasnva, administrasi schagal  seni
merupakan suatu fenomena sosial.

Menurut Suradinata (1996:5], suatu kenyataan bahwa setiap proscs
penyelenggaraan dan sctiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, hakikar administrasi
yaitu adanya aktivitas sekelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu
vang dilakukan secara rasional, yang mencakup aspck-aspek delerminan

sebagai berikut:



4. Manajemen, proses kegiatan menggerakkan sckelompok orang  dan
menggerakkan segala [silitas yang tersedia untuk mencapai tujuan
lertentu.

b. Organisasi, proses kegialan ditata/diatur menurut sifat, bidang, jenis
urgensinya, kegiatan selaku pimpinan, bantuan stafl, maupun pelaksans
operasional. Proses keglalan tersebut tnerupakan system usaha kerja
sama sekelompok manusia secara rasional untuk mencapai tujuan yang
telah ditentukan.

c. Komunikasi, adanya hubungan, interaksi, koordinasi vang berkaitan
dengan pelaksanaan tugas.

d. Kepegawaian, pengaturan anggota organisasi yaitu proscs perencanaan
formasi, penyaringan, sclcksi, pengangkatan, pengegajian, penugasan,
pembinaan, maupun pemberhentian.

e. Perlengkapan, proses pengadaan perbekalun, pengeunaan  alat,
perawatan sampai pada penghapusan inventaris.

f. Keuangan, proses kegiatan yang herhubungan dengan uang, kcrtas
berharga yang dilakukan antara lain juru bayar, benduharawan,
otorisalor maupun aktivitas lainnya yang berhubungan dengan uang.

g. Sckretarial, proscs kegiatan yang dipimpin oleh scorang kepala
sekretarial atau sekretaris, sebagai staf yang mencakup [lungsi
pelayanan lermasuk tata usaha.

h. Lingkungan, keadaan luar yang mempengaruhi organisme dan
unorganisme baik lingkungan bersifat internal maupun eksternal,
bahkan hubungannya dengan pengaruh globalisasi.

Suradinata (1998:1) mengemukakan bahwa administrasi ncgara atau
public administrution sebagal scgala kegiatan atau proses untuk mencapai
fjuan negara yang telah ditentukan, yaitu kegiatan vang dilakukan dalam
suatu negara dari tingkat pemerintahan yang terendah sampai yang tertingei
dalam suatu negara, oleh karena itu administrasi negara mencakup berbagai
aspck  kegiatan tlermasuk proses sualu  “spesies® dalam  lingkungan
pemerintahan yang mempunyai makna sebagai kegiatan manusia yang saling
berkaitan dengan yang lainnya.

Administrasi negara vang merupakan hagian/ spesies dari administrasi
lidak dapat lepas hubungannyva dengan fungsi pemerintahan, setiap Negara
lermasuk Indonesia mengenal adanya perbedaan [ungsi-fungsi politisi dan
adiministrasi dari dalam pemerintahan, Hal ini dikuatkan dengan pendapat
dari Tjokroamidjojo (1995:1-2] vang menvalakan bahwa administrasi Negara



adalah manajemen dan organisasi daripada manusia dan peralatannya guna
mencapal tujuan-tujuan Pemerintah.

Tujuan penatasn ketatalaksanaan adalah mewujudkan tata laksana
yang ringkas/simpel, efektif, efisien, dan transparan serts memberd pelayanan
prima dan pemberdayaan masvarakat. Kebijakan ketatalaksanaan diarahlkan
pada perubahan sistem manajemen dengan konsep manajemen modern agar
cepal, akurat, pendek juraknya dan pemanfaatan teknologi modern  di
lingkungan instansi pemerintah.

Reformasi  dilakukan untuk membentuk  organisasi vang dapat
memenuhi tuntutan kebutuhan hidup masyarakat, diantaranyva mewujudlkan
pelayanan prima, Setiap pimpinan dalam menghadapi tantangan, diharapkan
menggunakan strategi yang tlepal dalam bidang manajemen, disesuaikan
dengan situasi dan kondisi linglkungan di tempat tantangan tersebut berada.
Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi penataan ketatalaksanaan
meliputi: ) Ketepatan penyusunan jabatan; peniigasan; bl Pengelolaan arsip
dan sisdur; ¢} Penggunaan teknologi informasi; dan d] Peningkatan
kemampuan penggunaan teknologi informasi.

3.2 DBisnis Proses Dalam Reformesi Birokrasi

Salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi vang wajib
dilaksanakan oleh kemenlerian/lembaga/ pemerintah daerah adalah penataan
tata laksana Tata laksana secara sederhana kita artikan scbagai bisnis
proses. Pemetlaan bisnis proses merupakan dasar untuk membangun standar
operasional proscdur (SOP) yang efektif dan terintegrasi. Dokumen SOP yang
dibangun pada kementerian /lembaga / pemerintah daerah adalah bentuk nysata
dalam  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  guna meningkatkan  kualitas
pelayanan publik, Sering kali standar operasional prosedur (S0P dipandang
sebagai suatu hal yang remeh dan memiliki peran yang minimal terhadap
sukses organisasi. SOP sering dianggap schagai urusan staf pelaksana dan
bukan urusan pimpinan organisasi.

Berikut akan dijelaskan bagaimana peran S0P yang merupakan
dokumen opcrasional, mampu mewyjudkan hal-hal strategis yang menjadi
kepedulian pimpinan  organisasi. Dengan demikian  organisasi
kementerian/lembaga/pemerintah  daerah dapat membangun peta  hisnis
proses dan kemudian menyusun SOP secara komprehensil dan terintegrasi
dalam wujud pelaksanaan reformasi birokrasi,

Sejak lahun 2005 yang lalu, reformasi birokrasi menjadi salah satu



prigritas dalam Rencana Pembuangunan Janglka Panjang 20052025, RPJM
2010-2014, dilanjutkan RPEIM 2015-2019 yang kemudian dijabarkan ke
dalam RKP setiap tahunnyva. Namun hingga ldini, upava perbaikan birokrasi
belum memberikan hasil yang scsual dengan vang diharapkan. Relormasi
birokrasi pemerintah sekurang-kurangnyva mencakup tiga elemen utama vailn
kelembagaan, ketatalaksanaan termasuk penganggaran, dan sumber ey
manusiatiya (SDM aparalur]. Ketiga elemen tersebut saling terkait dan
mempengaruhi, artinya kelemahan pada satu aspek akan mempengaruhi
kedua aspek lainnya. Karcna itu, relormasi birokrasi di Indonesia harus
menyventuh ketiga aspek terscbut, dan dilakulkan secara bersamaan,

Feformasi  birokrasi merupakan prioritas utama  pelaksanasn
pembangunan  nasional yang  bertujuan  untuk  melakukan perubahan
sistematik dan terencana menuju latanan administrasi pemerintahan yang
lebih baik guna meningkatkan kincrja aparaiur negara yang profesional,
efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan lata pemerintahan
yang batk schagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Kencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pada
dasarnya reformasi birokrasi merupakan sustu upaya vang terencana dan
sistematis untuk mengubah struktur, system, dan nilai-nilai  dalam
pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Untuk melaksanakan reformasi birokrasi, Pemerintah telah menctapkan
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 teniang Grand Design Reformasi
Hirokrasi yang menguraikan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran, serta
areg-area  perubahan yang ingin  direform menyangkut seluruh  aspek
manajemen pemerintah, vaitu: organisasi, tata laksana, sumber daya
manusia, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas,
pelayanan publik, dan budava kerja (culfure set dan mind sef). Sedangkan
langkah-langkah sistematis yang harus ditempuh untuk mewujudkan
berbagai sasaran yang telah disebutkan dalam grand design, diuraikan dalam
road map vang ditctapkan dengan Peraturan Menteri PANRIZ Nomor 20 Tahun
2010 dan telah diperbaharui dengan Permenpan Nomor 11 Tahun 2015
tentang Road Map Relorm:asi Rirokrasi tahun 2015-2019.
Kementerian/lembaga  dituntut  untuk melakukan pembaharuan dan
perubahan  mendasar lerhadap sistem  penyelenggaraan  pemerintahan
terutama  menyangkut aspek  kelembagaan  (organisasi), ketatalaksanasn
(business  process), dan sumber  daya munusia  di lingkungan

kementerian/lembaga/ pernerintah sesuai dengan pedoman.



Herikut ini adalah gambaran kerangka kerja reformasi birokrasi:

Gambar 2.3 Kerangka Kerja Reformasi Birokrasi
Sumber: Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara,
Kerangka Kerja Reformasi Birolorasi, 2005

Sasaran perubahan dalam reformasi birokrasi adalah mind sct dan
perubahan budaya kerja menjadi budava kerja vang lebih efektil dan efisien
menyasar pada pencapaian kinega. Perubahan budaya kerja ini didukung
dengan perubahan sistem manajemen;/tata kelola pemerintahan menjadi
sistem manajemen berbasis kinerja. Beberapa metode yang digunakan di
dulam mereformasi birokrasi adalah: restrokturisasi organisasi, simplifikasi
dan otomatisasi, serta penerapan nilsi/budaya kerja yang berbasis kinerja.
Tujuan akhir dari penerapan reformasi birokrasi adalah pemerintahan yang
baik (good governance) didukung oleh birokrasi yang bersih, cfcktif, efisien,
dan produktif. Di dalam reformasi birokrasi, scperti terlihat di gambar di atas,
terdapal delapan area perubahan yang direncanakan, yaitu sebagaimana tabel
berikut ini:



Tahel 2.1,
Area Perubahan Reformasi Birokrasi

i Area Hasil Yang Diharapkan 1

Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan lepat ukuran (rght |
SrEng)|

|Tatalaksana 'Sistem,_pru:ws dan prosedur kcﬁ:a vang jelas, efektif, |

cfisicn, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good :

governance

Peraturan Regulasi vang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan
Perundang- kondusif !
undangan

Sumber dava SDM aparatur yang berintegritas, nctral, kompeton,

‘manusia aparatur |capable, profesional, berkinerja tingsi dan scjahtera

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan  vang
|

| bersih dan becbhas KKN
Akuntabilitas ~ |Meningkatnya kapasitas  dan  akunfabiilas kinerja

, hirokrasi

Pelayanan publik |Pelayanan prima  scsuai Kebuluban  dan ham
Pola m:ﬂd Birokrasi denganTrgritaa dan kinerja yang tinggi
|set) dan Budava
?KI:IjE] (eulture set)
Aparatur |
Sumber: Peraturan Presiden lentang Grane Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025

Good  governance dapat  dimengerti sebugai scbuah cara  untuk
memperkuat “kerangka kerja institusional dari pemerintah”™. Dengan demikian,
dapat Kita pahami juga bahwa salah satu tindakan memperkuat kerangka
kerja tersebut adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Good GOVErNance
dapat dipahami melalui sejumlah ciri schagai berikut:

4. Akuntabel, artinys pembuatan dan pelaksanaan kebijukan harus disertai
pertanggungjawabanrva.

D. Transparan, artinya harus tersedia informasi vang memadai kepada
masyarakat lerhadap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan,

¢. Responsifl, artinya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kcbijakan

harus mampu melsavani semua stakeholder,



d. Setara dan inklusif, artinya seluruh anggota masyarakat lunpa terkecuali
harus memperoleh  kesempatan  dalam  proses pembuatan dan
pelaksanaan sebuah kebijakan.

c. Efektif dan efisien, artinys kebijakan dibuat dan dilaksanakan dengan
menggunakan sumber daya yang tersedia dengan cara yang terbaik.

f. Mengikuti aturan hukum, artinya dalsm proses pembuatan dan
pelaksanaan kebijukan membutubkan kerangka hukum vang adil dan
ditegakkan.

g. Partisipatif, artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan  harus
membuka ruang bagi keterlibatan banyak actor.

h. Berorientasi pada konsensus (kesepakatan), artinva pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama di
antarsa para aktor vang lerlibat.

Salah salu arca perubahan yang menjadi sasaran dalam reformasi
birukrasi adalah perubahan tata laksana organisasi
kementenian/lembaga/pemerintah  duerah. Bentuk nyata perubahan tata
laksana ini adalah terwujudnya standar operasional prosedur (SO vang
mampu menjadi landasan dalam pelayanan publik yang lebih optimal.
Penyusunan standar operasional prosedur {SOP) merupakan salah satu upaya
vang tepat dalam rangks mewujudkan reformasi birokrasi dan mencapai
kepemerintahan  yang  baik  fgood governance). Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) di setiap unit kerja memang dapat membantu
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat untuk semakin efektit dan elisien,
namun hal lersebut akan tercapai apabila penyusunan SOP dilakukan dengan
Daik dan tcpat, scria dilaksanakan dengan baik sesual komitmen dari seliap
unit kerja dan dalatm pengawasan yang baik pula.

Untuk mendapatkan S0P yang terintegrasi dalam suatu sistem tata
laksana  organisasi  kementerian/lembaga/pemerintah daerah, maka
diperlukan pemetaan bisnis proses (pela tata laksanal. Tujuan penataan lala
laksana (business  process)  adalah memberikan AcuAn bagi
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk membangun dan menata
tata laksana (business process] dalam rangka memberikkan dasar vang kuat
bagi penyusunan standard operating procedures {(SOP), termasuk statdar
pclayanannya, yang lebih sederhana, efisicn, efektif, produltif, dan akuntabel.
Pelaksanaan reformasi birokrasi diatahkan pada perbaikan bisnis proscs vang
meliputi kegiatan penyusunan standar operasional prosedur (S0P} agar



seluruhb prosedur pemcrintahan memiliki pruscdur baku vang efisien, efeltit,
akuntabel, dan transparan. S0P juga berfungsi schagai landasan kinerja
birokrasi dalam memberikan pelayanan publik,

Penyusunan standar operasional prosedur (SO merupakan salah satu
upaya yang tepat dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi menuju
kepemerintahan yang baik {good governance] dengan mengacu pada Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) vang meliputi:

a. kepastian hukum;
kemanfaatan;
ketidakberpihakan;
Kecermatan;
tidak menyalahgunakan kewenangan;
keterbukaan;

kepentingan umum; dan

Smot o oan g

pelayanan yang hail,

Kementerian PAN dan RB telah merumuskan road map pemetaan bisnis
proses secara nasional. Road map peta bisnis proses secara nasional tersebut
dibagi menjadi cmpat level vaitu:

a. Level 1, vaitu bisnis proses menggambarkan hubungan pemerintah pusat
dan pemerititah daerah yang diharapkan dapat dimasukkan ke dalam
bentuk rancangan undang-undang.

b.Level 2, yaitu bisnis proses antar kementerian/lembaga vang bersifat
tematis, misal; perekonomiun, kesra, kemaritiman, dan lain-lain,

¢. Level 3, yaitu bisnis proses (SOP Makro) antar-unit kerja (satker]) dalam
salu kementerian/lembaga.

d. Level 4, yaitu bisnis proses [SOP Mikro) dalam satu unit kerja (satker)

dalam satu kementerian/lembaga.

Penegasan untuk melakukan penyusunan S0P semakin  diperkuat
dengan ditetapkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UL Nomor
30 Tahun 2014} yang memerintahkan agar pejabat pemerintahan sesuai
dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum
standar operasional prosedur pembuatan keputusan. Bahkan dalam undang-
undang ini ditegaskan pula bahwa pedoman umum standar operasional
prosedur pembuatan keputusan wajib diumumkan oleh badan dan fatau
pejabat pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik,



dan media lainnya. Kemenlerian PAN dan RE telah menelapkan Peraluran
Menteri PAN dan REB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedomsn Penyusunan
standar  Operasional  Prosedur (SODP) Administrasi  Pemerintahan Y
dimaksudkan schagai pedoman bagi scluruh instansi pemerinilah baik di
pusat maupun daerah untuk melakukan penyusunan SO berdasarkan tugas
pokok dan fungsinya masing-masing,

Jadi, Permen PAN KB Nomor 35 Tahun 2012 adalah bentuk pedoman
dalam mewujudkan bisnis proses level 4, yaitu rangkaian kerja antar ynit
kerja (satker] dalam satu Kementerian/Lembaga yang berbentuk dokumen
SOP yang dikenal dengan S0P Mikro. Dalam Peraturan Presiden Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, pada pasal 79 tertulis;
kementerian harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata
hubungan ketja yang efektif dan efisien antar-unit organisasi di lingkungan
kementerian masing-masing. Dengan demikian, dalam PerPres Nomor 7 Tahun
2015 ni mewsjibkan semua kementerian/lembaga wajib membansun peta
bisnis prosesnya masing-masing yang merupakan bentuk perwyjudan dari
bisnis proses level tiga dalam road map bisnis proses di atas. Kementerian PAN
dan EB sendiri telah menetapkan Peraturan Mented PAN dan RB Nomor 19
Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah vang
menjelaskan peran peta bisnis proses dalam memperbaiki kinerja pelayanan
publik melalui pengembangan dokumen SOP.

Penataan tata laksana (husiness process) dilakulan melalui seranglkasian
proses analisis dan perbaikan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yvang jelas, efelotif,
efisien, dan terukur pada masing-masing kemcenterian/lembaga  dan
pemerintah dacrah.

4.2 Pedoman Penyusunan Prta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunasn Aparatur Negara  dan
Reformasi Birokrasi nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses
Bisnis Instansi Pemerinlah, Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang
lerencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai
dalam pemcrintahan menjadi Icbhih baik dari sebelumnya.  Efelctivitas dan
efisiensi birokrasi sangal terkait dengan proses bisnis vang digunaksn olch
birokrasi dalam menghasilkan oufput dan outcome, Proses bisnis yang berbelit-
belil dan tumpang-tindih antara salu unit organisasi dengan unit OTganisasi

yang lain akan membual organisasi menjadi lambal untuk bekerja. Olch



2.1

karena itu, setiap unil organisasi memerlukan pela proses bisnis vang mampu
menggambarkan proses bisnis yang dilakulkan oleh organisasi dalam mencapai
visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proscs bisnis merupakan aset terpenting organisasi  yang
mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen aiay
database organisasi. DDengan demikian, merjadi sebuah keniscayaan untuk
melibatkan seluruh elemen organisasi dalam peoyusunan peta proses bisnis
untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proscs  bisnis yang
digambarkan sesuai dengan rencana strategis oreanisasi.

Tujuan penyusunan peta bisnis proses adalah agar setiap instansi pemerintah:

4. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara elektif dan efisicn;

b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun
cksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi,
misi, dan tujuan; dan

c. memiliki asel pengetahuan  yvang  mengintegrasikan dan
mendokumentasikan  secara rinci  mengenal  proses  bisnis YAng
dilakukan unluk mencapai visi, misi, dan wjuan. Aset pengetahuan ini
menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan
organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinega.

Adapun manfaat dari pela proses bisnis adalah:
a. mudah melibat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu
proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam
mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerj:aan,

23 Ruang Lingkup

Penyusunan pela proscs bisnis dilaksanakan oleh seluruh instansi
pemerintah. Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi
selurub kegiatan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah
dacrah provinsi/kabupaten/kota scsual dengan dokumen rencana strategis
dan rencana kerja organisasi.

2.1.3 Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis

Penyusunan peta bisnis proscs harus memenuhi beberapa prinsip

sebagai berikut:



a. Definitif, yakni suatu peta proses hisnis harus memiliki batasan, masukan,
scria keluaran yang jelas,

b. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdir atas aklivitas yvang
berurutan sesual wakta dan ruang.

. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil
dari proses lintas unit organisasi.

d. Nilai tambah, yakni translormasi yang lerjadi dalam proses harus
memberikan nilai tambah pada penerima.

€. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapal berdiri, melainkan harus
terkait dalam suatu struktur organisasi.

[ Fungsi silang, yakni sualu proses mencakup hasil kerja sama beberapa
fungsi dalam satu organisasi.

£. Scderhana representatil, yakni mewakili scluruh aktivitas orgamsasi tanpa
terkecuali dan digambarkan secara sederhana.

h. Konsensus subyektil, vakni disepakati oleh seluruh unit oTganisasi vang
ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

2.1.4 Tahapan Penyusunan Pela Proses [lisnis
Penyusunan peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah
dilakulean melalui 4 (empat] tahapan yaitu:
1. Tahap Persiapan dan Perencanaan
Langkah awal penyusunan pela proses bisnis yvaitu melakukan
inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi,
misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehinges dapat diketahui
aktivilas-aktivitas (proses kerja) yang ada dalam instansi pemerintah
lersebut. Proses kerja/aktivitas tersebui kemudian dikategorikan ke
dalam kelompok (folder) kegiatan., Dalam pengelompokan  seluruh
aklivilas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah
ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan vaitu:
a. Pengelompokan  dilakuksn  berdasarkan kegiatan  bukan
berdasarkan unil organisasi.
b, Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan /akiivitas/proses
kerja vang dilakulkan di dalam instansi pemerintah.
¢ Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan  mudsh

diimplementasiican,



Dalam tahap persiapan dan perencanaan meliputi pengumpulan
mlormasi dan pengorganisasian.
#. Tahap Pengumpulan Informasi

Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer
dan informasi selkunder. Informasi primer adalah informasi yang
didapatian melalui proses wawancara langsung ke penanggung
jawab proscs. Dalam proscs wawancara dengan penanggung jawab
proses, perlu didiskusikan mengenai tujusan proscs, resiko yang
melekat pada pelaksanaan proses, alal kendall yang digunakan
untuk mengontrol pencapasian tujuan proses, serta alat ukur yang
bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan
proses. Informasi seloinder bisa didapatkan melalul dokumen
rencana sirategis, Laporan Kinerja, tugas dan fungsi organisasi.

Beberapa informasi vang dibutuhkan sebelum menyusun pcta
proses bisnis antara lain informasi terkait dengan supplier, input,
proses, outpul, dan customer. Teknik analisis terkail langsung
dengan teknik pengambilan data yang dilakukan. Uraian masing-
masing teknik adalab sebagai berikut:

= Analisis kausal, telaah hubungan logis antara pemyataan,
fakta atau data dan informasi yang diperolch.

» Klasifikasi proses, memilah-milah data/informasi atau fakta
yvang terkumpul sesuad dengan definisi proses inti atau proses
pendukung

« Pemodelan proses, pembualan rumusan pela proses bisnis
dengan Teknik penggambaran alur bhaik secara manual

maupun mengeunakan program aplikasi.

b. Tahap Pengorganisasian
liperiukan tahap  pengorganisasian dalam - melakukan
penyusunan peta proses bisnis, antara lain:

» Seluruh tshapan proses penvusunan peta proses bisnis
instansi pemerintah dilakukan oleh kelompok kerja yang
lerintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI)
Musing-masing  instansi  pemerintah yang  dipimpin  oleh
pimpinan instansi pemerintah.

= Secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta

proses bisnis instansi pemerintah dilakukan olch unit



organisasi yang menangani urusan di bidang tata laksana.

2. Tahap Pengembangan
Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan pela proses bisnis
organisasi atau business process mapping. Untuk dapat membangun
pemetaan proses bisnis organisasi yvang representatif, maka diperlukan
pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan.
Demi memudahksan penggambaran peta proscs bisnis, maka pela proses
bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0,
level 1, level 2, dan sclanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu peta proscs,
subproses, relasi, dan lintas fungsi.
a. Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan
Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan
keseluruhan rangkaian alur kerja vang saling berhubungan dalam
rangka mencapai visi, misl, dan lujuan, Penyusunan peta proses
hisnis dimulai dari wvisi, misi, dan fujuan yang Lkemudian
diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya.
Masing-masing peta proses bisnis yang feridentifikasi kemudian
dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proscs bisnis level berikutnya
vang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses
bisniz tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung
pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.
Tahapan untuk penyusunan peta proses bisnis di dalam
instansi pemerintah adalah sebagal berikut:
» Mengidentifikasi ruang linglkup organisasi vang akan dipetakan
berdasarkan mandat dard visi, misi, dan tujuan.
+ Mengidentilikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen
pendukung dan analisis visi, misi, serla tujuan.
+ Setiap fungsi vang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan
menjadi  beberapa proses  bisnis  unfuk  mendokung

pelaksanaan fungsi tersebut,



Hirarki proses bisnis merupakan schuabh rangkaian dari aktivitas satu ke

aktivitas berikutnya vang dapat digambarkan berikut ini.
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Gambar 2.4 Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan

Peta proses bisnis vang dimiliki instansi pemerintah, berdasarkan
tingkatannya dimulal dan peta proses bisms level 0, level 1, sampan dengan
pela proses bisnis level ke n, dapat dijelaskan sebagai berilout:

1} Level O
Merupakan peta proscs bisnis yang memuat selurubh proses bisnis
instansi pemerintah vang terdini dan proscs bisnis utama, proses bisnis

manajecmen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level O

merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin

dicapai. IDi dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu
kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi
organisasi, serts dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan
keluaran utama yvang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
a] Proses Inti
Proses inti merupakan proses vang menciptakan aliran nilai utama.

Proses inti memenuhi kriteria scbagai berikut:

s Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna cksternal dan

mmternal instansi pemerintah;



« herpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam
mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan
« memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenubi
kebutuhan pengguna.
b} Proses Pendukung
Proses pendukung adalah proses unltuk mengelola opcrasional dar
suatu sistemn dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses
pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut:
« Memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
« memberkan dukungan atas aktivitas pada proses inti.
¢} Proses Lainnya
Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung
dengan proses intl namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku
kepentlingan eksternal.  Proscs lainnya memiliki kriteria  yang
memungkinkan aktivitus pada proses berjalan lebib optimal.
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Cambar 2.5 Contoh Peta Proses Bisnis Level O
2] Level 1

Merupakan penjabaran lebih rinci dan peta proses bisnis level 0.
Pada level ini digambarksn proscs ninci yang dilakulkan oleh masing-
masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang
dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses

dengan proscs lainnya.
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Cambar 2.6 Contoh Pela Proses Bisnis 1.43?:5! 1

3) Level Selanjutnya (Level n}
Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proscs yang

ada.
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CGambar 2.7 Contoh Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level nj

b. Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Jenis Gambar Peta
Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis
gambar peta lerdiri atas peta proses, peia subproscs, pela
hubungan, dan peta lintas fungsi. Tahap-tahap yang dapat
ditempuh untuk memetakan proses di dalam sebuah organisasi
menggunakan jenis gambar peta adalah sebagai benkul:

e identilikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipctakan
berdasarkan mandal dari visi, misi dan tujuan instansi
pemenintah;

« anazlisis sasaran stratecie dalam Kenstra dan  dijabarkan
menjadi daftar kegiatan;



» kalegorikan kegiatan ke dalam rumpun keglatan /proses kerja
menjadi peta proses bisnis;

» setiup kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;

« setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta
lintas fungsi fcross functional) yang menggambarkan rangkaian
kerja suatu proses hescria unit OTgHnisasi;

+ untuk dapal membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka
diperlukan peta hubungan [relutivnship map] yang
menggambarkan pelaku sesuai  strultur organisasi untuk
setiap subproses yang ada; dan

e herdasarkan peta lintas fungsi (cross-functional map S0P
dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan
cara bagaimana (metode], kriteria yang harus dipenuhi, dan
mutu baku.

Penjelasan secara rinci penyusunan peta proses bisnis berdasarkan jenis
gambar peta adalah sebagai berikut:
a. P'cla Proses
1) identifikasi pela proses:

al Untuk identifikasi pela proses dapat dilakukan brainstorming
dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi
adalah proses inti yang berhubungan langsung dengan
usgha organisasi dalam memenubi permintaan pelanggan
atau berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi
utama organisasi;

h} sesudah identifilasi proses inti berikuinya adalah identifikasi
proses pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang
mendukung langsung proses inti dan pendukung umum
vang mendukung seluruli proses dalam organisasi;

¢} tahapan berikutnya adalab identifikasi proscs-proses yung
berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi;
dan

d) tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang
berhubungan dengan strategi perusahaan yang akan meTmicy
seluruh operasional organisasi dalam menjalankan misi dan

Visinys.



2) Identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah

unit organisasi vang terlibat di dalamnya.

3) Gambar pela proses dengan prinsip Supplier Input-Process-Chatput
Customer (SiPoC).

4] Finalisasi peta proses.
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Gambar 2.8 Contoh Peila Proses [lisnis

b. Peta Sub-Proses
1) Identifikasi peta subproses:

al

b

Untuk identilikasi peta subproses dapat dilakulkan
brainstorming dengan pimpinan-pimpinan. Proses periama
yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih
teknis dari proses inti kemudian proscs pendukung, dan
proses lainnya sesua kebutuhan; dan

lakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktivitas
pekerjaan  yang  dilakukan sudah lercantum dalam
identifikasi sub business process, apabila ada pekerjaan
yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka revisi dan
lengkapi subproses yang sudah dilakukan sebelumnya;

2} Identifikasi pemilik  subproses, pemilik  subproscs  yang

dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.

3) Gambar pela subproses dengan prinsip Supplier-Input-Process
Output Customer (SiPoC).
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{(yambar 2.9 Prinsip SIPOC

4} Finalisasi peta subproses dan hubungannya dengan proscs-
proscs lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses

sebelumnya.
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Crambar 2. 10 Contoh Pela Subproses Bisnis

c. Pela Relasi
Peta relasi (Relationship Map| adalah peta yang menggambarkan
dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap
proscs yang tergambarkan pada peta proscs bisnis. Pela relasi ind
penting untuk dapal memahami peranan seliap pihak dalam
mengerjakan sustu  proses schingga tercapal  outpul yang
ditentukan.

1) Berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal
maka untuk membual peta relasi, dapat dibuat dengan
memasukian nama-nama unil organisasi yang terlibatl di dalam
setiap proses dan SUDProses;

2] peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit
organisasi yang terlibal dalam sctiap proses pada peta hisnis
PTOSES;

3} pada tahap penyusunan peta hubungan dapeal dimungkinkan
memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta
subproses yang telah diboatl sebelummyss; duan



4} lakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satker-
satker vang tlerlibat dalam setiap prosesnya.

Gambar 2.11 Contoh Penggambaran Peta Relasi

d. Peta Lintas Fungsi
Peta lintas fungsi (Cross Functioned Map) adalah peta yang
menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi vang saling
berhubungan dan membentuk  sualu  proscs kerju. Berikul
merupakan tahapan untuk membuat peta lintas Mungsi:
1} Gambarkan garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris
untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam

proses. Baris ini juga dapatl merepresentasikan roles/ peran;

2] tuliskan nams unit organisasi yang terhibat, dimulai dengan
pihak yang berinteraksi hkmgsung (baik internal maupun
elesternal) uniuk posisi paling alas, dilanjutkan dengan unit
organisasi lain vang memiliki hubungan paling dekat dengan




identifikasi langkah kerja yang merupakan langgung jawab dari
masing-masing pihak dalam unit organisasi kemudian tuliskan
pada peta nama proses/aktivitasnya dan pemilik prosesnya
dengan mengacu pada peta hubungan (Relutivniship Mapl;
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lakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang
dalam peta sampai proses telah digambarkan secara fepal dan
disepakati oleh setiap satker terkail;
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Crambar 2.12 Contoh Penggambaran Peta Lintas Fongs:

3. Tahap Penerapan/ implementasi
Penerapan pela proses bisnis dikendalikan oleh unit orTganisasi
vang secara fungsional membidangi tatalaksana. Penerapan peta proscs
bisnis meliputi:
a. Pengesahan Peta Proscs Bisnis
1) Peta proses Dbisnis yang dihasilltan perlu mendapathkan
pengesahan sebelum diterbitkan; dan
2| pimpinan instansi pemerintah menclapkan peta proses bisnis
instansi pemerintah sebagai hasil penyusunan pera proses
bisnis dengan surat keputusan.
b. Pendistribusian Peta 'ruses Disnis
1) Pendistribusian pcta proses bisnis dilakukan melalui hard copy
dan sofl copy; dan
3] unit organisasi pengendali perlu menyimpan 1 (satu) set peta
proses bisnis  induk  schagal master [le dari sistem
ketatalaksanaan organisasi.
¢. Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfasatan Peta Proses 13isnis
1} Semua unit organisasi menempatkan peta proses hisnis pada
arca kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca ol¢h
pengguna; dan
2} bila terjadi perubahan peta proses bisnis, umnit organisasi
pengendali wajib menarik peta proses bisnis vang tidak berlaku
dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru.



d. Perubahan Peta Proses Bisnis

1) Perubahan peta proses bisnis organisasi dapat dilakukan
karcma  terjadinya  perubahan arah stralegls instansi
pemerintah (visi, misi, dan strategi] yvang berdampak pada alau
mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran
unit arganisasi di lingkungan instansi pemerintah;

2) adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun
dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;

3} hasil monitoring dan evaluasi pelaksanigan proses bisnis;

4) adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari umnit
organisasi; dan

5} adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi pela

proses bisnis.

4. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Jokumen peta proses bisnis merupakan peta proses hisnis dinamis
yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivilasnya.
Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan olch unit
organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan
paling sedikit satu tahun sekali Evaluasi atas peta proses bismis yang
telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta
proses Dbisnis instansi pemerintah dan dilakukan untuk memastikan
implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja
vang diharapkan.

Hasil evaluasi atas peta proses bisnis di lingkungan insiansinya
masing-masing wajib dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



3.1,

BAB III
METODOLOGI

Jenis Kajian

Berdasarkan dimensi waktu, kajian ini termasuk ke dalam kajian cross-

cochonal research, karena dilakukan pada satu wakfu terientu, pada saat
pengkaji melakukan kajian hingga kajian tersebut selesai dilakukan.

Sedangkan Jenis kajian ini berdasarkan telnik pengumpulan datanya

merupakan jenis studi lapangan (field research].

g 25

Jenis Data
ata yang hendak digali pengkaji dapat digolongkan menjadi dua, yaitu

data primer dan data sekunder:

al

3]

I¥ala primer

Diata primer merupakan dala yang diperoleh langsung melalui
wawancara maupun diskusi dengan para pemanglku kepentingan.
Data sekunder

ata sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen
yang telah ada. Menurut Stewart data sekunder adalah *Secondary
information Consist of sources of dald and other information collected by
others and archived in some form. These sources include government
report, industry studies, and syndicated information services as well as
the tracditional books and journals found in ibrary.”

3.3 Teknik Pengumpulan Data

a)

b)

Stud: Literatur

Dalam kajian ini akan menggunakan studi literatur melalui
pengkajian literatur maupun dokumen-dokumen vyang telah ada
sebelumnya. Scperti data-data, peraturan-peraturan, laporan-laporan
dan buku-buku vang memiliki relevansi dengan masalah yang dilaji,
dengan tujuan untuk mencari konsep dan leori yang berkaitan dengan
pokok permasalahan yang ada dan akan dijadikan sebagai landasan
dalam menganalisis pokok permasalahan dalam kajian inl.
Focus Group Discussion

Selain dengan studi literatur data juga dikumpulkan dengan
teknik Focus Group Discussion (FGD). FGD dilukukan dengan berdiskusi
hersama para pemangku kepentingan.



3.4, Teknilk Analisis Tata

Dalam kajian ini akan dipergunakan Teknik analisis data kualitatil,

Menurut Bogdan dan Biklen (Molcong, 2004 248), analisis kualitatif adalah

suatu proses mengatur uruian data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola,

kategori, dan satuan uraian dasar.

3.5. Program Kerja

Program kerja disusun agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan

secara sistematis, efektif dan efisicn, maka kegiatan perencanadn ini perlu

ditetapkan urutan pelaksanaannya. Berdasarkan strategi vang tclah disusun,

maka pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan melalui  tahapan-tahapan
schagai berikut:
a) Tahap Persiapan Pekerjaan

b

Pada tahap ini dilakukan koordinasi dan pcmbahasan Term of
Reference (TOR). Hal ini dimalksudlan agar konsulltan dapal bekerja
secara efisien dan efektif sesuai waktu yang telah ditentulan.
Pembahasan Kajian Akademik Tim Konsultan

Pada tahapan ini konsultan akan membahas hasil temuan-
iemuan atas hasil identifikasi data-data sekunder yang telah ada.
Pemetaan Peta Proses Bisnis

Berdagarkan hasil pembahasan dengan Tim diperolch hasil
herupa identifikasi awal pemetaan Peta Proscs Bisnis berdasarkan data
sckunder
Focus Group Discussion (IFGD]

Qetelah dilalkkukan pemelaan awal Peta Proses Risnis maka
dilakulkan FGLD bersama seluruh  pemangku kepentingan untuk
dikonfirmasi dan dirumuskan hasil pemetaan peta proses bisnis yang
telah discpakati bersama {(konsensusj
Penggambaran Dralt Peta Proses Disnis dan Paparan

Diari hasil pemetaan Peta Proses Bisnis yang telah  berhasil
disepakati bersama akan dilanjutkan dengan proses penggambaran peta
proses bisnis untuk kemudian dipaparkan di hadapan Tim Teknis untuk
mendapatkan masukan penyempurnaan.

Finalisasi Draft Laporan

Pada tahapan ini konsultan akan melakukan finalisasi atas Draft

Laporan yang sudah mendapatkan masukan dari Tim Teknis.



gl Penverahan Laporan
Pada tahapan ini Tim Konsultan menyerahkan laporan hasil hnalisasi

3.6. Kerangk: Kerja

Untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, perlu dibuat kerangka
kerja pelaksanaan sehingga pekerjaan dapat disclesaikan dengan tepat wakiu.
Kerangka kerja yang diusulkan dimaksudkan untuk dapal menyelesaikan
pekerjaan sccara lebih efektif dan cfisicn sehingea lkualitas keluaran dapat
lebih terjamin. Kerangka kerja yang menunjukkan secara ringkas Tancangan
kegiatan dalam bentuk gambar berikul ini:
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4. 1. Rumusan Visi Dan Misi Pemerintah Provinsi Papua Baraf

4.1.1. Visi

Visi pembangunan dacrah sebagaimana yang termual dalam RPIMD

Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, menggambarkan arah pembangunan

atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired fiture) dalam 5

(lima) tahun., Dengan mempertimbunghkan potensi, kondisi, permasalahan,

tantangan dan peluang yvang ada di Provinsi Papua Barat, maka visi

pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2017-2022 adalah:

“MENUJU PAPUA BARAT YANG AMAN, SEJAIITERA, DAN BERMARTABAT"

Penjabaran makna dad Visi Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun
2017-2022 adalah sebagai berikul:

AMAN

SEJAHTEREA

BERMARTABAT:

Mengarah pada kondisi sikap saling menghargal dan
saling menghormati dalam perbedaan suku dan agama,
guna menciptakan kondisi kehidupan sosial masyarakat
yang damai dan harmonis, scbagal prasyarat ulama
untuk mendukung pembangunan  berkelanjutan  di
Provinsi Papua DBarat.

Mengarah pada kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan,
kesehatan dan pendidikan melalui  peningkatan
perekonomian masyarakar vang  berfokus pada
pengembangan potensi unggulan lokal, dengan sasaran
utama meningkatkan indeks pembangunan manusia di
Provinsi Papua [arat.

Mengarah pada  kondisi  pelaksanaan  tata  kelola
pemerintahan yang jujur dan bersih, bebas dari praktik
korupsi, kolusi dan nepotisme serla mencgakkan
supremasi hukum, dengan mengedepankan pelaksanaan
nilai-nilai  luhur adat dan agama dalam tatanan
kehidupan.



4.1.2. Misi

Misi yang merupaksn rumussan uinum mengenal upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visl. Sehingga rumusan misi yang baik
dapat membantu leluh jelas penggambaran visi yang ngin dicapal dan
menguraikan upaya-upayva apa yang hars dilakukan, Rumusan misi menjadi
penting untuk memberikan kerangka bagl tujuan dan sasaran serla arah
kebijukan vang ingin dicapai dan menentukan jalan yvang akan ditempuh
untuk mencapai visi. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan
kondisi vang akan dihadapi pada masa vang akan datang, maka dalam upaya
mewijudkan visi pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, maka
ditetapkan misi pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 yailu
sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan vang baik berbasis aparatur
vang bersih dan berwibawa (good and clean governance] scrta otonomi
khusus vang efektif;

2. Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang
berkeadilan dan berkelanjutan;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan
kesehatan;

4. Meningkatkan kapasitas mlrastrukiur dasar,

5. Meningkatkan daya saing perckonomian dan investasi daerah berbasis
pariwisata;

6, Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat;

7. Memperkuat pemberdayvaan masyarakat, perempuan dan perlindungan
anak berbasis masvarakat berketahanan sosial;

8, Memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah.

4.2. Rumusan Tujuan, Sasaran Dan Program Pembangunan Pemerintah
Provinsi Papua Harat
4.2.1. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas fertinggl dalam perencanaan pembangunan
jangka menengah daerah yang sclanjutnya akan menjadi dasar penyusunan
arsitcktur kinerja pembangunan daerah secara kescluruhan, Perumuasan
tujuan dan sasaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Papua Barat Tahun 2017-2022 juga akan menjadi landasan perumusan

tujuan dan sasaran rencana slralegis selurdh organisasi perangkat dacrah



(OPD] di lingkungan Provinsi Papua Barat untuk periode tersebut.

Tujuan adalah pernyvataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilabukan untuk mencapal visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu
strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah
hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yvang diformulasikan sccara terukur,
spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka
wakiu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran dari masing-
masing misi adalah sebagai berikut:

4.2 1.1. Tujuan dan Sasaran pada Misi 1

Dalam kerangka untuk mewujudkan Misi 1 pembangunan dacrah
Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, yaitu: “Menciptakan tata kelola
pemerintahan vang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa
(good and clean governance] serta olomomi khusus yang efektif®, maka
ditctapkan 3 (tiga) twjuan dan 12 [dua belas) sasaran pembangunan
daerah, yaitu:

1. Tujuan 1: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi khusus di
Provinsi Papua Baral, dengan sasaran:

a. Meningkatnyva kincrja penyvelenggaraan otonomi  kKhusus di
Provinsi Papua Barat.

2. Tujuan 2: Meningkatnya kualitus manajemen penyelenggaraan
pemerintahan, sinergitas kebijakan pembangunan, dan pelavanan
publik serta efektivitas pelaksanaan kebijakan olonomi khusus,
dengan sasaran:

a. Meninglkatnya Lkapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan scrta koordinasi kebijakan daerah;

b. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dacrah;

c. Optimalnya sistemn pengawasan daerah;

d. Meninglcatnya kualitas sumber daya aparatur;

¢, Meningkatnya kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah;

f. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Tujuan 3: Terwujudnya pengelolaan data dan informasi layanan
publik yang terintegrasi dan herbasis IT, dengan sasaran:
a. Terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi dan pelayanan

informasi publik berbasis IT;



b. Meningkatnya ketersediaan data sebagai basis kebijakan
pembangunan daerah;

c. Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan persandian dacrah;

d. Meningkatnya budaya baca masyarakat;

e, Meningkatnya tata kelola administrasi kearsipan daerah.

4.2.1.2. Tujuan dan Sasaran PPada Misi 2

Dalam kerangka untuk mewujudkan Misi 2 pembangunan daerah
Provinsi Papua Baral Tahun 2017-2022, yaitu: “Mewujudkan pengelolaan
lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan®,
maka ditctapkan 1 (satu) tyuan dan 4 (empat] sasaran pembangunan
daerah, waitu: Terwujudnya pengembangan dan pembangunan daerah
vang berwawasan lingkungan, dengan sasaran:

a. Meningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan
serta  pengendalian  pembangunan berwawasan lingkungan yang
berkelanjutan;

b. Meningkatnya kelestarian pengelolaan hutan secara terpadu;

¢. Meningkainya koordinasi dan penyelenggaraan tertib adminisirasi
pertanahan wilayah dan penataan wilayah linglkup Provinsi Papua
harat;

id. Meningkatnya konservasi sumber daya alam di Provinsi Papua Barat,

4.2.1.3. Tujuan dan Sasaran Pada Misi 3
Dalam kerangka untuk mewujudkan Misi 3 pembangunan daerah

Provinsi Papua Baral Tahun 2017-2022, yaitu: “Meningkatkan kualitas
pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan”, maka ditetapkan 1
{satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran pembangunan daerah, yaitw:
Terwujudnya sumber dayva manusia yvang cerdas, sehat, dan berdaya saing,
dengan sasaran:

4. Meningkalnya aksesibilitas, kualitas dan manajemen pendidikan,

b. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan keschatan;

¢. Meninglkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga.

4.2.1.4. Tujuan dan Sasaran Pada Misi 4
Dalam kerangka untuk mewujudkan Misi 4 pembangunan dacrah

Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, yaitu: “Meningkatkan kapasitas
infrastruktur dasar”, maka ditctapkan 1 (satu) tujuan dan 3 {tiga)} sasaran



pembangunan  daerah, yailu: Terwujudnya pemerataan pembangunan

infrastruktur dasar dan layanan publik di wilayah Provinsi Papua Baral,

dE'I'.IgH]'l Sl STl

a. Meningkatnya interkoneksi antar wilayah, ketersediaan layanan dasar

infrastruktur dacrah dan kualiltas pengelolaan tata ruang daerah;

b. Meningkatnya layvanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan

permukiman wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Papua

Barat;

c. Optimalnya pemanfaatan sumber daya alam dan ketersediaan energi

baru dan terbarukan.

4.2 1.5 Tujuan dan Sasaran Pada Misi 5
Dalam kerangka untuk mewujudkan Misi 5 pembangunan dacrah
Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, yaitu: “Meningkatkan daya saing

perckonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata®, maka ditetapkan

2 {dua) tujuan dan 8 (delapan} sasaran pembangunan daerah, yaitu:

1. Tujuan 1: Meningkatnya perekonomian daerah yang didultung oleh

pemanfaatan potensi sumber daya lokal lintas sektor, dengan sasaran:

a. Meningkatnya daya saing investasi daerah;

[

Meningkatnva daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan

perluasan kesempatan kerja;

. Meningkatnya ekonomi kerakvatan berbasis industri kreatil dan

potensi daerah;

. Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastrulkttur perdagangan

antar wilayah dan antar daerah;

. Meningkatnya pengembangan dan  dayva saing industri

pengolahan berbasis potensi daerah;
Optimalnya sinergitas pengembangan dan penataan kawasan
terpadu di wilayvah lransmigrasl.

2 Tujuan 2: Terwujudnyva dava dukung dan daya tarik pariwisata

terpadu berskala intermasional di Provinsi Papua Barat, dengan
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Meningkatnya keterpaduan dan dayva saing pariwisata daerah;
Meningkatnya pengembangan seni budaya dan kelestarian tradisi
kehidupan masyarakat Provinsi Papua Barat dalam mendukung
pariwisata daerah.



4.2 1.6 Tujuan dan Sasaran Pada Misi 6
Dalam kerangka untuk mewujudkan Misi & pembangunan daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, yaitu: *Membangun pertanian
vang mandiri dan berdaulat®™, makas ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 1 (satu)
sasaran pembangunan daerah, vaitu: Terwujudnva kedaulatan pangan dan
revolusi pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai daya ungkit
pertumbuhan ekonomi daerah, dengan sasaran:
a. Meningkatnya produktvitas, tata kelola, dan pertumbuhan sektor
pertanian dalam arti luas.

4.2.1.7. Tujuan dan Sasaran Pada Misi 7
Dalam kerangka untuk mewujudkan Misi 7 pembangunan daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, vaitu: “Memperkuat
pemberdayvaan masyarakal, perempuan, dan perlindungan anak berbasis
masyuarakal berketahanan sosial®, maka ditctapkan 2 {dua) tujuan dan 5
{ima) sasaran pembangunan dacrah, yaitu:
1. Tujuan 1: Terwujudnya masvarakat berketahanan sosial, dengan
sasaran:

a. Menurunnya penyvandang masalah kesejahteraan sosial;

h. Meningkatnya kapasitas masyarakat kampung;

. Meningkatnyva  partisipasi  perempuan dalam perempuan
membangun, kualitas keselaraan gender, dan perlindungan
perempuan dan anak.

2, Tujuan 2: Meningkatnya kinerja penataan penduduk dan pelayanan
hak kependudukan masyvarakat, dengan sasaran:

a. Optimalnya pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga
berencana;

b. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakal.

4.2.1.8. Tujuan dan Sasaran Pada Misi 8
Dalam kerangka untuk mewujudkan Misi 8 pembangunan daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, vaitu: “Memperkuat kerukunan
umnatl beragama dan kondusivitas daerah®, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan
dan 2 [dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu: Meningkatnya stabilitas
wilayah di seluruh Provinsi Papua Barat, dengan sasaran:
a. Oplimalnya kerjasama pemerintah, masyarakal, dan dunia usaha
untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum;



b. Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

4.2.2, Program Pembanginan

Kebijakan pembangunan daerah yang tercantum dalam  program
merupakan penjabaran dari misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditctapkan.
Dengan memperhatikan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
pembangunan, maka hal tersebut menjadi pedoman bagi penetapan program
pembangunan daerah. Selanjutnya, program pembangunan pada masing-
masing misi vang telah ditetapkan olch Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih
dapat dikelompokkan menjadi delapan kelompok program  pembangunan
sesuai dengan masing-masing misi terscbut yaitu: 1) Relormasi Birokrasi; 2}
Pembangunan Berkelanjutan; 3) Penyediaan Pelayanan Dasar Pendidikan dan
Kesehatan; 4) Pembangunan Infrastruktur Dasar; 5) Peningkatan Daya Saing
Ekonomi; 6] Kedaulatan Pangan; 7] Perlindungan dan Pemberdayaan
Masyarakat Berketahanan Sosial; dan 8) Peningkatan Kondusivitas Daerah.
Penjelasan  mengenai  masing-masing program pembangunan  fersebut
diuraikan scbagai berikut:

1. Program pembangunan reformasi birokrasi didorong untuk mewujudkan
capaian keberhasilan pembangunan pada misi pertama, vaitu Menciptakan
tata kclola pemerintahan vang baik berbasis aparatur yang bersih dan
berwibawa (good and clean governance) serta otonomi khusus vang cfcktif
Program pembangunan reformasi birokrasi diarahkan untuk: {a)
menciptakan  hubungan saling percaya  (frust) anlara aparatur dan
masyarakat; (b) menonjolkan keteladanan pemimpin yang bersih dan
berwibawa; (c)] beroricntasi pada hasil kerja dan kinerja aparatur; [d)
pengawasan internal terhadap kinerja birokrasi; (e] pelibatan civil sociefy
dalam pengawasan; (f} rovitalisasi nilai dan budaya kerja yang jujur dan
bersih di sctiap jenjang birokrasi; (g} pengelolsan dana APBD, dana
otonomi khusus, dana bagi hasil dan dana lainnya secara transpardan dan
akuntabel; (h) Pengelolaan dana otonomi khusus sebesar 90% uniuk
diserahkan kepada kabupaten/kola secara fepat sasaran; dan (3
mengedepankan pengelolaan data dan informasi publik yang menggunakan
kemajuan teknologi.

2. Program pembangunan  berkelanjutan didorong untuk mewujudkan
capatan keberhasilan pembangunan pada misi kedua, yaitu Mewujudkan
pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan
berkelanjutan. Program pembangunan berkelanjutan diarahkan untuk: (a)



3.

penguatan instrumen konservasi tidak hanya dalam bentuk perlindungan
keanckaragaman biota dan habitat serta kekavaan alam, lapi juga melalui
penguatan ‘law enforcement’ terhadap setiap bentuk pemanfaatan SDA
secara ilegal (legal loggeng, legal marmng dan dlegal fishing); (b} penciptaan
nilai ckonomi dari perlindungan biota dan habitatl dengan mendorong
investasi rendah  karbon  (low  carbon  investmend); (¢ mendorong
dilakukannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis di berbagai kawasan
industri untuk mengelola dampak kumulatif terhadap dava dukung
lingkungan setempat; (d] meningkatkan peranan masyarakat dalam
pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian [ungsi lingkungan hidup
dengan berbasiskan adat istiadat dan kearilan lokal (sisiem sasi); (e
penguatan administrasi tapal batas antar provinsi dan kabupaten/kota;
dan ([] penguatan administrasi dan pemanfaatan tanah adat vang
menjamin pemenithan hak adat dalam pembangunan dan investasi.
Program pembangunan penyediaan pelayanan dasar pendidikan dan
kesehalan didorong  untuk mewujudkan  capaian  keberhasilan
pembangunan pada misi ketiga, vaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan., Program pembangunan
penyediaan pelavanan dasar pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk:
{a) peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar unfuk
semua lapisan masyarakat; melalul peningkatan kuantitas, kualitas dan
persebaran tenaga pendidik serta pemantapan kesejahteraan guru; (b
optimalisasi pemanfaatan dana pendidikan 20% sesuai amanat undang-
undang; (¢} memperkuat pendidikan mencngah yang berfokus kopada
pemantapan ilmu eksakta dan bahass Inggrs, untuk menangkap peluang
beasiswa pendidikan tinggl di dalam dan di luar negeri; (d}] menjadikan
Provinsi Papua Barat sebagai pusat pengembangan keahlizn bidang teknik
dengan memperkuat institusi perguruan tinggi vang sudah ada; (el
menciplakan wilayah Papua Barat sebagal ‘Provinsi Bebas Malaria®; (f)
meningkatkan akscsibilifas terhadap pelayanan keschatan sampai ke
pelosok kampung lewat pembangunan infrastruktur kesehatan dasar,
puskesmas keliing dan program pos obat terpadu; (g) meningkatkan
prestasi di bidang kepemudaan dan olahraga, terutama terkait potensi
lokal di Provinsi Papua Baratl; dan (h) mendorong keterlibaian Orang Asli
Papua dalam kegialan kepemudaan dan olahraga.

. Program pembangunan infrastruktur dasar didorong untuk mewujudkan

capaian keberhasilan  pembangunan  pada  misi keempal, yaita
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Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Dasar. Program pembangunan
infrastrukiur dasar diarahkan untulk: (a) menggalaklen pembangunan
infrastrulttur dasar seperti pembanglkit listrik, jalan, jembatan, pelabuhan,
bandara, dan lain-lain untuk memperkuat akses ekonomi dan pelayanan
publik; (b} mengoptimalkan pengembangan wilayah sesuai dengan
peruntukan kawasan secara terpadu; (c) memanfaatkan sumberdaya gas
alam (LNG) untuk memenuhi kebutuhan lstrik lokal; (dj membangun
sentra-sentra industri ikutan (midstream) di wilayah Papua Baral terutama
di sckitar kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus; (o)
menyediakan sarana prasarana lingkungan yang sehat bagi masyarakal
khususnya di kawasan strategis; (fj mendorong pengembangan perumahan
dan permukiman berbasis lingkungan bagi masyarakat terutama Orang
Asli Papua; dan (g memperkuat aksesibilitas antar wilayah untuk

mendukung pertumbuhan ckonomi masyarakat.

. Program pembangunan peningkatan dayva saing ekonomi didorong unluk

mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pada misi kelima, yaitu
Meningkatkan Dava Saing Perckonomian dan Investasi Daerah Berbasis
Pariwisata. Program pembangunan peningkatan dava saing ekonomi
diarahkan untuk: {a) menjadikan Papua Barat sebagai provinsi ramah
investasi bagi investor dalam dan luar negeri; (b) menjadikan investasi
sehbagai stimulan pembangunan ekonomi Papua Barat, terutama dalam
menyongsong  berakhirmya  olonomi khusus pada tahun 20217 (g
Penviapan tenaga kerja produktif khususnya yang berasal dari Orang Asli
Papua untuk mampu bersaing di dunia kerja; (d) mendorong indusiri
kreatif di Papua Baral dengan memberikan insentil dan kesempatan
pengelolaan usaha berbasis masyarakat dan UMKM; (¢} mendorong akscs
perdagangan dengan membuka jalur pemasaran bagi produk unggulan
daerah di tingkat regional, nasional dan internasional; (f] re-orientasi
kebijakan yang integratif kepariwisataan di Papua DBarat; (g} peningkatan
kapasilas sarana dan prasarana kepariwisataan: (h) peningkatan kapasitas
insan kepariwisalaan; (i) optimalisasi promosi dan ekspose potensi wisala
Papua Barat; dan (i} penvediaan tenaga ahli dan terampil dalam bidang
manajemen kepariwisataan; membangun jaringan wisata inlernasional;

dan kemudahan inveslast dibidang kepariwisataan.

. Program pembangunan kedaulatan pangan didorong untuk mewujudkan

capaian keberhasilan pembangunan pada misi keenam, yaitu Membangun
Pertanian vang Mandiri dan Berdaulat. Program pembangunan kedaulatan



pangan diarahkan untuk: (a) memperkuat pertanian berbasis komoditas
lokal dengan mencegah erosi genetik jenis endemik, serta mempromosikan
varietas unggul lokal guna meningkatkan kesejahtleraan petani lokal; (b
menempatkan  selitor pertanian maju sebagai andalan  perekonomian
rakyal dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan
pelayanan sehingga mampu menyediakan kesempatan kerja  dan
kehidupan yang layak bagi petani lokal; () meningkatkan keamanan dan
kedaulatan pangan lewat pengembangan komodilas pangan lokal sagu dan
umbi umbian; {d} meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdava
laut; (¢} optimalisasi produksi perikanan tangkap dan budidayva; dan ()
penciptaan nilai tambah produksi perikanan,

. Program pembangunan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat
berketahanan sosial didorong untuk mewujudkan capaian keberhasilan
pecmbangunan pada misi ketujuh, vaitu Memperkual Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat
Berketahanan  Sosial.  Program  pembangunan  perlindungan  dan
pemberdayaan masyarakat berketahanan sosial diarahkan untuk: (a)
meneckan angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
dengan [asilitasi program baniuan, pemberdavaan, dan pendampingan di
tiap kabupaten/kota; (b} meningkatkan pemberdayvaan masyvarakat di
tingkal lokal khususnya Orang Ashi Papus; (c) mendorong pertumbuhan
ekonomi kampung berbasis potensi dan sumberdaya lokal melalui
BUMDes; [d] memberikan akses dan mendorong peran seria masyarakal
melalui  kelompok produktif khususnya kelompok produktf wyang
diperuntukkan bagi Orang Asli Papua; (¢ meningkatlan kualitas dan
kuantitas layanan dasar bagi perempuan  (pendidikan, keschatan,
ekonomi); (f) meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik
dan jabatan publik dengan tidak menghilangkan kodratnya sebagai
perempuan; (g membentuk Unit Layanan Terpadu di tap kabupaten /kotla
berkaitan denhgan permasalahan sosial, perlindungan perempuan dan
anak; (b} menghapus berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan
lerhadap perempuan dat anak; (i} meningkalkan perlindungan terhadap
anak dari tindak kekerasan seksual; (j] memberikan pendampingan kepada
kabupaten/kota dalam upayva penvelesaian permasalahan di bidang sosial,
pemberdayaan masvarakat, perlindungan perempuan dan anak; (k)
meningkatkan akses pelayanan KB dan peningkatan peran kaum laki-laki
ber KB; (I} pembinaan periodik terhadap sinkronisasi  kebijakan



pengendalian penduduk di kabupaten fkota; dan (m] mendorong peran dan

kesadaran masyarakat dalam  tertib administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil berbasis masyarakat;
&. Program pembangunan peningkatan kondusivitas dacrah didorong untuk
mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pada misi kedelapan,

vaitu Memperkuat Kerukunan Umat Beragama dan Kondusivitas Daecrah.

Program pembangunan peningkatan kondusivitas daerah  dmrabkan

ik

1.

menjaga dan menjamin rasa aman bagi umat beragama dalam
menjalanlen akiivilas keagamaannya,

membasilitasi  dialog antar umat beragama untuk menyamakan
pandangan terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

. membumikan  pemahaman  agama keluarga, wyang eksis dalam

kehidupan masyarakat adat di Papua Barat;
meningkatkan peran tokoh-tokoh agama untuk berperan aktif sebagai

agen perubahan dalam membina umat

. memfasilitasi komunikasi lintas kultur unluk menciptakan kehidupan

vang harmonis dan saling menghormati;

fasilitasi pembinaan, pengawasan, dan pengualan kapasilas aparatur
untuk menciptakan kondisi tenteram, tertib, dan aman di masing-
masing kabupaten /kota;

memperkuat sinergitas penanganan bencana dengan fasilitas: koordinasi
antar pemerintah, masyvarakat, dan dunia usaha di wilayah Papua

Barat;

. menyiapkan bantuan dan [asilitasi penanganan bencana; dan

penguatan kapasitas di masing masing kabupaten/kota dalam rangka
menurunkan Indeks Risiko Beneana di Papus Barat.



BAB V
PENATAAN TATALAKSANA PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH

Penvusunan Dokumen Pela Proses Bisnis Instansi Pemerintah Provinsi
Papua Barat diawali dengan melakukan pemetaan proses bisnis dengan
langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi mengenai ruang lingkup organisasi Pemerintah Kota
Tangerang berdasarkan pada visi, misi dan tujuan. Langkah periama ind
dilakukan dengan studi pustaka menggunakan data-data sekunder
berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mcncengah Dacrah
Pemerintah Provinsi Papua Barat. Selain itu juga dengan mempelajari
Susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi
Papua Baral.

Pada tahap ini kami melakukan analisis terhadap sasaran strategis dari

Henstra Pemerintah Provinsi Papua Barat, Sehingga dari tahap ini kita

dapat mengidentifikasi proses, Baik proses utama, proses manajemen

dan proses pendukung.

b. Melakukan analisis terhadap dallar program dard dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerinlah Provinsi Papua
Barat. sama halnya dengan langkah pertama, elaah kmtis terhadap
dokumen dapat kita identifikasi sub proscs yang merupakan turunan
dari seluruh pela proses. Baik proses utama, proses manajemen dan

proses pendukung.

Berdasarkan langkah langkah tersebut maka dapat kita rumuskan peta
proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdind atas
peta proses, peta subproses dan peta hubungan.

a. Pela Proses
1} Identifikasi peta proses:

a] Untuk identifikasi peta proses dilakukan dengan brainstorming
bersama seluruh perangkat daerah dalam forum Focus Group
Ihseussion (FGD). Proses pertama yang harus diidentiikasi adalab
proses inti vang berhubungan langsung dengan usaha organisasi
dalam memenuhi permintaan pelanggan afan  berhubungan
lungsung dengan Lugas pokok dan fungsi utama organisasi;

h} sesudah identifikasi proses inti berikutnyva adalah identifikasi

proses pendukung yang lerdiri dari pendukung utama yang



mendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang
mendulkung seluruh proses dalam organisasi;
¢] tahapan berikutnya adalah dentiikas:  proses-proses  yang
berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi;
2} Tdentifikasi pemilik proses, pemilik proses wvang dimaksud adalah
perangkat daerah dan unit organisasi (Biro] yvang lerlibat di dalamnya.
3) Menggambar peta proses dengan pnnsip Supplier-Inpul-Frocess-Cutput
Customer (SiPoC).
4} Finalisasi pela proses.

b. Peta Sub-Proses

C.

1) ldentifikasi peta subproses:

a) Untuk identlifikasi peta subproses dapat dilakukan melalui [orum
Focus Group Mscussion (FGD). Proses pertama yang harus
diidentifilasi adalabh lurunan atau proses lebih teknis dari proses
inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnva sesuai
kebutuhan; dan

bl Kemudian dilakukan finalisasi untuk memastikan seluruh
alitivitas pckerjaan yvang  dilakukan sudah tercantum dalam
identifikasi suby business process, apabila ada pckerjaan yang
dilakukan tetapi Udak tercantum maka revisi dan lengkapi
subproses vang sudah dilakukan sebelumnya;

2} Identifikasi pemilik subproses, pemilik subproses yang dimaksud adalah
perangkat daerah dan unit organisasi (Biro) yvang terlibat di dalamnya.

3] Gambar pecta subproses dengan prinsip Supplier Input-Process Oulpnit
Crstomer (SiPol).

4] Finalisusi pela subproses dan hubungannya dengan proses-proses

lainnva vang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya.

Peta Relasi

Peta relasi (Kelationship Map) adalah peta yang menggambarkan
dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap
proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting
untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu
proscs schingga tercapai output yang ditentukan.



1

2

3)

4]

Berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal maka untuk
membual peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama nama unit
organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan subproses;

peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap perangkat daerah dan
unit organisasi {Biro) vang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis
Droses:

pada tahap penvusunan peta hubungan  dapat  dimungkinkan
memberikan masukan dan mcngubah peta proscs dan peta subproses
vang telah dibuat sebelumnyva; dan

melakukan finalisasi peta relasi vang menggambarkan perangkat dacrah

dan unit kerja (Biro) yang terlibat dalam setiap prosesnya.

Schagaimana disampaikan dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Relormasi Birokrasi Nomor 19
Tahun 2018 Tentang Penvusunan Peta Proscs Bisnis Instansi Pemerintah,
Penyusunan pela proses bisnis dilaksanakan oleh seluruh instansi
pemerintah. Ruang lingkup penvusunan pela proses bisnis ini meliputi
scluruh  kegiatan di lingkungan instansi pemerintah  pusat dan
pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan dokumen
rencana stralegis dan rencana kerja organisasi. Oleh karena itu untuk
menjamin konsistensi dan linearitas antara Dokumen Peta Proses Bisnis
dengan Dokumen Rencana Strategis Daerah, maka pada penyusunan
pela proses bisnis Pemerintah Provinsi Papua menggunakan dokumen
REJMD Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022 sebagai bahan pokok
utamanya.

Dan berdasarkan pemetaan vang dilakukan dapat disusun matrik
linearitas antara dokumen KPJMI) Provinsi Papua Barat Tahun 2017-
2022 dengan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Papua sebagai
benkul.

Tabel 5.1.
Malrik Linearitas Dokumen RPJMD
dengan Dokumen Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Papua Barat

Visi Menuju Papua Baral Yang Aman, Sejahtera, dan
Bermattabat
Misi 1. Menciptakan tfafa kelola pemerintahan wyang beak
I berbasis aparatur vang bersih dan berwibawa (good and




Tujuan

X

clean governance] serta otonomi khusus vang efektif
Mewuwjudkan pengelolaan linglungan dan sumberdaya
alam yang berkeadilan dan berkelanjutan

Meningkalkan kualilas pelayanan dasar di bidang
pendidikan dan keschatan

4, Mcningkatkan kapasitas infrastruktur dasar

5. Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi

1.

dacrah herbasis pariwisata

. Membangun pertanian yang mandir dan berdaulat
. Memperkuat pemberdayaan masyarakat, perempuan dan

perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan
snsil

Memperkual  kerukunan umat  beragama  dan |
kondusivitus daerah

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi kKhusus |

di Provinsi Papua Barat

Meningkalnya kualitas manajemen penyelenggaraan
pemeriniahan, sinergitas kebijakan pembangunan, dan
pelavanan publik serta cleklivilas pelaksanaan kebijakan
otonomi khusus

Terwyjudnya pengelolian data dan informasi layanan
publik yang terintegrasi dan berbasis IT

Terwyjudnya pengembangan dan pembangunan dacrah
vang berwawasan lingkungan

Terwujudnya sumberdaya manusia yang cerdas, schat,
dan berdaya saing

Terwijudnya pemerataan pembangunan i_nfl'aEl'ﬂ.Il-‘:turl
dasar dan layanan publik di wilayah Provinsi Papua

Baral

. Meningkatnya perekonomian daerah yang didukung oleh

pemanfaatan potensi sumberdaya lokal lintas sektor
Terwujudnya daya dukung dan daya tarik pariwisata
terpadu berskala internasional di Provinsi Papua DBarat

_ Terwujudnya  kedaulatan pangan dan  revolusi

pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai daya

ungkit pertumbuhan ekonomi daerah




Sasaran

{10, Terwuyjudnys masyarakat berkelahsnan sosial

ill. Meningkatnya kinerja penataan penduduok dan

pelayvanan hak kependudultan masyarakat

(12, Meningkatnya  stabilitas wilayah dan daya tahan

masyarakat Provinsi Papua Barat

.1. Meningkatnva kinerja penvelenggaraan ofonomi khusus

di Provinsi Papua Baral

2. Meningkatnya kapasilas dan akuntabilitas

penvelenggaraan  pemerintahan serta koordinasi
kebijakan dacrah

3. Meningkatnya  kualilas  perencanaan pembangunan
daerah

4. Oplimalnya sistem pengawasan pembangunan daerah

. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur

6. Meningkatnya kreativitas dan  inovasi  dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan  pembangunan

dacrah
7. Meningkainya  akuntabilitas  pengelolaan keuangan

daerah

1
A, Terwujudnya Lkoneksitas jaringan komunikasi dan

pelayanan inform:asi publik berbasis IT

9. Meningkatnya ketersediaan data sebagal basis kcbijakan
pembangunan daerah

10. Optimalnva pemanfaatan dan pengelolaan persandian
daerah

111,  Mcningkatnya budaya baca masyarakat
112,  Meningkatnya tata kelola administrasi  kearsipan

daerah

13. Meningkatnyva pencegahan PENCCITIATAD dan
perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan
herwawasan lingkungan vang berkelanjutan

14. Meningkatnya kelestanan pengelolaan hutan secara
terpadu

15. Meningkatnya koordinasi dan penyelenggaraan tertib
adminisirasi pertanahan wilayah dan penataan wilayah
lingkup Provinsi Papus Baral

|
|

4




16, Meningkatnva konservasi sumber daya alam di

| 17, Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen

el

Provinsi Fapua Baral

Pendidikan |
18, Meningkalnya akses dan  kualitas pf:]:ﬂ].r;man;i
leeschatan [I
18, Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan ':
olahraga '
20, Meningkatnya interkoncksi antar wilayah,
ketersediaan layanan dasar infrastruktur daerah dan |
kualitas pengelolaan tata ruang daerah
21, Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan
dan kawasan permukiman wilayah perkotasn dan
perdesaan di Provinsi Papua Barat |
22 Optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam  dan

ketersediaan energi baru dan terbarukan

23. Meningkatnyva daya saing investasi daerah

—u

24, Meningkainya daya saing ftenaga kerja  serta |
kesempatan dan perluasan kesempatan kera

23, Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri
kreatif dan potensi dacrah |

260, Meningkatnva akses, tata niaga., dan infrastrukfur
perdagangan antar wilayah dan antar daerah

27. Meningkatnva pengembangan dan daya saing industri
pengolahan berbasis potensi daerah |

98. Optimalnya sinergitas pengembangan dan penataan |
kawasan terpadu di wilayah transmigrasi

29, Meningkatnya keterpaduan dan daya saing parmwisata
dacrah

30. Meningkatnva pengembangan seni budava dan !
kelestarian tradisi kehidupan masyarakat Provinsi|
Papua Barat dalim mendukung paniwisata daerah

31. Meningkatnya produktivitas, tata kelola, dan |
pertumbuhan sekior pertanian dalam arti luas i

32, Menurunmya penyandang masalab kescjahteraan |
social

33. Meningkainya kapasilas masyarakal kampung ‘



34. Meningkatnya  partisipasi perempuan  dalam |
perempuan membangun, kualitas kesetaraan gender, |
dan perlindungan perempuan dan anak i

45, Optimalnya pengendalian penduduk dan pelayanan

Keluarga berencana
| 36, Meningkstnya  tertib - administrasi | kependudukan

| masyarakat

37. Optimalnya kerjasama pemerintab, masyarakat, dan
dunia usaha untuk menjaga kcamanan dan ketertiban

LLEYNLLIT

38. Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan

bencan:s

Berdasarkan FGI) pemetaan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi
Papua DBarat telah dihasilkan sebuah konsensus bersamsa seluruh perangloat
dacrah Pemerintah Provinsi Papua Barat terkait peta proses bisnis utama,

proses mangjerial dan proses pendukung sebagai berikut:

Tabel 5.2.
Hasil Pemetaan Proses Utama,
Proses Manajerial Dan Proses Pendukung

_I"'[!] . Proses i F';]I;I;S&. Pﬁs
1 |Mcningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Proses FPB.OL
E&- Tertib Administrasi Pertanahan Inti/Utama
2 ;M::nmgkalhan Kelestarian Pengelolaan Hutan Proses | PPI.02
'I}an Konservasi SDA Inti/Utama
3 |Meningkatkan Aksesibilitas, Kualitas dan Proses FFE.03
Manajemen Pendidikan Inti/Utama |
4 |Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Proses iPPﬁU—TfI_
Kesehatan Inti/Utama
5 |Meningkatkan Prestasi Dan Kreativitas  Proses | PPB.OS
| Pemuda Dan Olahraga Inti/ Utama
G Meningkatkan Interkoneksi Antar Wilayah, Proscs PPB.06 |
Ketersediaan Layanan Dasar, Infrastrukiur Inti/ Utama I
dan Tala Ruang




o Froscs | oo | rose
7 |Meningkatkan Layanan Kebutuhan Dasar Proses PPB.OT7
Perumahan dan Kawasan Permuliman Inti/Utama |
8 |Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam | Proses PPB.OE
dan Ketersediaan Energi Inti/Utama _
9 Ma'ningk;tﬂcan Daya Saing Investasi Daerah Pruses 'PPB.09 |
Inti/Utama
10 [Meningkatkan IJaya Saing Tenaga Kerja dan | Proscs IPB.10 |
‘Kesempatan Kerja | Inti/Utama
11 'Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis | 1roscs PPB.11
i[ndl_lﬂl.ti Kreatil dan Potensi Dacrah { Inti/Utama
12 iMeningl-:aﬂ-:an Akses, Tata Niaga, Dan " Proses FrB.12
!flnfrasuuktur Perdagangan dan Industri Inti/Utama '
13 |P’engembangan Dan Penataan Kawasan Proses | PPB.13
Terpadu di Wilayah Transmigrasi Inti/ Utama |
14 |Pengembangan Pariwisata Dan Scni Budaya Proses | PPB.14
Inti/Utama |
15 |Mcningkatkan Produktivitas, Tata Kelola, Dan | Froscs PFB,15
Pertumbuhan Selktor Pertanian Inti/Utamsa
" 16 |Menurunkan Penyandang Masalah Proscs PPB.16 |
Kescjahteraan Sosial Inti/ Utama
17 |Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Proscs | IPB.17
Kampung Inti/UItama
18 |Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam | DProses | PPB.1&
Pembangunan, PUG dan PPA | Inti/Utama
19 |Pengendalian Penduduk Dan Tertib | Proses PPB.19
Iﬂdnﬁﬂismasi Kependudukan Inti/Utama
20 -i Meningkatkan Kesiapsiagaan Penanggulangan i " Proscs PPB.20
|Bencana Inti/Utama
21 |Meningkatkan Kinerja Penyclengraraan Proses | PPB.2I
[ Otonomi Khosus Manajcrial .|
22 | Meninglatkan Kﬁ?ﬁagifs;a, Alkuntabilitas dan Proses | PPB22 |
koordinasi Kebijaltan Pemerintah Daerah Manajerial ,
_ Bidang Pemerintahan Umum dan Otsus I
23 |Meningkatkan Kapasita, Akuntabilitas dan Proscs PPB.23
Koordinasi Kebijakan Pemerintah Dacrah Manajerial i



‘ No | Proses

| Bidang Administrasi Pembangunan dan

Kescjahtersaan

24 |Meninglkatkan Kualitas Perencanaan
|Pembangunan Daerah |

25 [Optimalisasi Sistem Pengawasan

:Pembangunan Diaerah

| 26 |Mcningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur

27 E}lﬂgkalk&tl Kreativitas Dan Inovasi
Pembangunan

28 |Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan
II{cumg:-]n Daerah |

29 |Meningkatkan Koneksitas Jaringan
.: Komunikasi, Ketersediaan Data Dan Informasi

Serta Pengelolaan Persandian

30 |Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat Dan

Tata Kelola Administrasi Kearsipan Daerah

| 31 |Optimalisasi Dan Stabilisasi Keamanan dan
| Ketertiban Umum

Jenis

Proscs | Proses

Proses PPRB.24 |
Manajerial

Proses PPR.25
Manajerial

Proses PPI3.26
Manajerial |

Proses PPB.2T |
Manajcrial

Proses rB.28
Manajerial

Proses PPB.20
Pendukung

Proses | PPB.30
Pendukung :I

Proses | PPB.31 |
Pendulkung 5:

Dari peta proses lersebul di atas kemudian diturunkan ke dalam

peta subproses berdasarkan data sekunder berupa program-program

vang dikelompokkan berdasarkan sasarannva. Adapun rincian peta

subproses dari turunan peta proses tersebut di atas adalah sebagai

berikut:



Tabel 3.3.

Daftar Peta Subproses Berdasarkan Peta Proses

Flﬁgggﬂ PROSES BISNIS | KDL SUB SUB PROSES OPD PENGAMPU
BISNIS
PPE.O]1 |Meningkatkan PPBE.OL.0O]1 | Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Dinas Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertanahan
Lingleungan PPE.OL.02 | Perlindungan dan Kenservasi Sumber Daya Alam | Dinas Lingkungan Hidup dan
Eidup & Tertib Pertanahan
Administrasi PPB.01.03 | Peninglkatan Kualitas dan Akses Informasi Irinas Lingkungan Hidup dan
Pertanahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pertanahan
PPBE.O1.04 | Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan Dinas Lingkungan Hidup dan
dan pemanfaatan tanah Pertanahan
PPE.01.05 | Penvelesaian konflik-konflik pertanahan Dinas Lingkungan Hidup dan
Pertanahan
PPE.OZ | Meningkatkan PPE.O0Z.01 [ Pemanfaatan potensi sumber daya hutan Dinas Kehutanan
Kelestarian PPB.02.02 | Rehabilitasi hutan dan lahan Dinas Kehutanan
Pengelolaan PPBE.02.03 | Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan | Dinas Kehutanan
Hutan Dan PPBR.02.04 | Perencanaan dan pengembangan hutan Dinas Kehutanan
Konservasi 8DA  ["ppR 2,05 |Penataan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan
PPB.02.06 | Pengelolaan dan Pemberdayaan Wilavah Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan

Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan




KODE

KODE SUB

P];gﬁflqﬂ PROSES BISNIS PROSES SUB PROSES OPD PENGAMPLU
Konservasi
PPR.O3 | Meningkatkan PPBE.03.01 | Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan
Aksesibilitas, PPB.03.02 | Pengelolaan Manajemen Pelayanan Pendidilean Dinas Pendidikan
Kualitas dan PPB.03.03 | Pengembangan Perguruan Tinggi Dinas Pendidikan
Mangjemen FFB.03.04 | Peningkatan kualitas Guru dan Tenaga [Dinas Pendidikan
Pendidikan Kependidilean
FPRB.0O4 | Meningkatkan PPE.04.01 | Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat [Mnas Kesehatan
Akses Dan FPB.04.02 | Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana Ilinas Kesehatan
Kualitas dan prasarana puskesmas; puskemas pembantu
Pelayvanan dan jaringannva
Kesehatan FPB.O4.03 | Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan
rurnah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
FPB.04.04 | Pengelolaan penyediaan tenaga kesehatan ke Dinas Kesehatan
distrik, kampung terpencil dan terisolir
PPH.0O5 | Meningkatkan PPB.05.01 | Peningkatan peran serta kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Prestasi Dan FPB.05.02 | Pembinaan dan Pemasvarakatan Olah Raga Dinas Kepemudaan dan Olah Rega




KEQODE

PROSES | PROSES BisnIs | KpbE SUP SUB PROSES OPD PENGAMPU
BISNIS <
Kreativitas FFB.05.03 | Peninglatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Pemuda Dan PPE.05.04 | Pengembangan Data Base Organisasi Olahraga [inas Kepemudaan dan Olah Raga
Olahraga
PPB.O6 [ Meninglkatkan FPB.06.01 | Peningkatan interkoneksi antar wilayah Dinas PUFR
Interkonelksi FPB.06.02 | Pengelolaan ketersediaan layanan dasar Dinas PUPR
Antar Wilayvah, infrastruktur daerak
Ketersediaan PPB.06.03 | Peningkatan kualitas pengelolaan tata ruang Dinas PUPR
Layanan Dasar, daerah
Infrastruktur PPBE.06.04 | Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan
Dan Tata Ruang Prasarana Transportasi darat, Pelayaran dan
Perhubungan Udara, serta Keselamatan LLAJ
FFB.OY | Meningkatlcan PPB.OY.01 | Pembangunan Perumahan Fortmal Dinas Perumahan dan Kawasan
Lavanan Permukiman
kKebutuhan P PPB.OT.02 | Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah | Dinas Perumahan dan Kawasan
Dasar dan besar Permukiman
Perumahan Dan | PPB.O7.03 Pembangunan Rumah Susun, Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan
kawasan Swadaya, Perumahan Tradisional, dan Permukiman
Permukirman Pengembangan Rumah Umum dan Komersil
PPE.OB | Optimalisasi PFPE.08.01 | Pemhinaan dan Penatausahaan pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya




KODE

PROSES | PROSES BIsn1g | XODE SUB SUB PROSES OPD PENGAMPU
BISNIS PROSES
Pemanfaatan Mineral dan Batubara Mineral
sumberdaya PPB.08.02 | Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Energl Dan | Dinas Energi dan Sumber Daya
Alam Dan Ketenagalistrikan Mineral
Ketersediaan PPB.O8.03 | Pengelolaan Potensi Air Bawah Tanah Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya
Energi Mineral
PFB.08.04 | Pengembangan Sumber Daya Geologi Daerah Dinas Energl dan Surmber Daya
Mineral
PPBOS9 | Meningkatlan FPB.09.01 |Perencanaan dan Pengembangan [klim Dinas Penanaman Modal dan
[Daya Saing Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Investasi Daerah | PPB.09.02 |Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
FPB.09.03 | Peningkatan Daya Saing [nvestasi Dinas Penanaman Modal dan
Felayvanan Terpadu Satu Pintu
FFPB.09.04 | Peningkatan Ikiim Investasi dan Realisasi Dinas Penanaman Modal dan
Investasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PPB.10 | Meningkatkan PFB.10.01 |Peningkatan Kesempatan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga

Daya Saing

Kerja
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P&QEFQ‘ PROSES BISNIS | “p0l 0 0P SUB PROSES OPD PENGAMPU
Tenaga Kerja. FPBE.10.02 | Perlindungan Pengembangan Lembags Dinas Transmigrasi dan Tenaga
dan Kesempatan Ketenagakerjaan Kerja
Kerja FPB.10.03 |Peningkatan Kualitas dan Produlktivitas Tenaga Dinas Transmigrasi dan Tenaga

Kerja Kerja

PFB.11 [Meningkatlan FPB.11.01 |Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tonomi Kompetitif Usaha Kecil Kecil dan Menengah
Kerakyatan FFPB.11.02 | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Berbasis Kecil dan Menengah
Industri Krealif | PPB,11.03 | Pengembangan Pendukung Usaha Bagi KUMKM | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Dran Potensd Kecil dan Menengah
Dacrah

PPB.12 [Meningkatkan PPE.12.01 | Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan
Akses, Tata Perdagangan
Niaga, Dan PPBE.12.02 | Peningkatan kemampuan teknologi industri Dinas Perindustrian dan
Infrastruktur Ferdagangan
Perdagangan FPB.12.03 | Pengembangan sentra-sentra industri potensial Dinas Perindustrian dan
dan Industri Perdagangan

PFB.13 |Pengembangan | PPB.13.01 | Pengelolaan Pengembangan dan Penataan Dinas Transmigrasi dan Tenaga

Dan Penataan

Transmigrasi lokal

Kerja
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PROSES | PROSES BISNIS H%ﬁa@éﬂ SUB PROSES OPD PENGAMPU
BISNIS
Kawasan
Terpadu di
Wilayah
Transmigrasi
FPB. 14 | Pengembangan | PPB.14.01 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudavaan dan Pariwisata
Pariwisata Dan | PPB.14.02 | Pengembangan Pemasaran dan Promosi Daerah [nas Kebudayaan dan Pariwisata
Seni Budayva FPE.14.03 | Pengembangan Kemitraan Dinas Kebudavaan dan Parlwisata
FPB.14.04 | Pengembangan Nilai Budaya Idinas Kebudayvaan dan Pariwisata
PPB.14.05 | Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya [linas Kebudayaan dan Pariwisata
PPB.15 | Meningkatkan PPBE.15.01 | Peninglkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan | Dinas Tanaman Pangan,
Produktivitas, Hortikultura dan Perkebunan
Tata Kelola, Dan | PPB.15.02 | Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Dinas Tanaman Pangan,
Pertumbuhan Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Sektor Pertanian | PPB.15.03 | Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya | Dinas Tanaman Pangan,
Perikkanan Hortikultura dan Perkebunan
PPB.15.04 | Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | Dinas Tanaman Pangan,

Hortikulrura dan Perkebunan




RODE

KODE S5UB

PROSES | PROSES BISNIS SUB PROSES OPD PENGAMPLU
BISNIS A e
FPB.15.05 | Peningliatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Dinas Tanaman Pangan,
Produlk Tanaman Pangan, Hortilkultura, dan Hortileultura dan Perkebunan
Perkebunan
PPB. 15,06 | Penguatan Sistern Perbenihan dan Pembibitan Dinas Tanaman Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Hortikultura dan Perkebunan
FPH.15.07 | Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Peternak Dlinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan;
Dinas Peternakan dan Keseharan
Hewan
PPE.15.08 | Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pertanian dan | Dinas Tanaman Pangan,
Peternakan Hortilcultura dan Perkebunan;
Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan
FPE. 15,09 | Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan
PPBE.16 | Menurunkan FPE.16.01 | Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Dinas Sosial
Penyandang FPE.16.02 | Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Dinas Sosial
Masalah Terpencil [KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
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J-E{ESHS FROSES BISNIS PROSES sUR PROSES OPD PENGAMPU
3ISNIS
Sosial PPE. 16,03 |Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
PPH. 16.04 | Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Dinas Sosial
Kemiskinan
PPBE.17 | Meninglkatlan PPBE.17.01 |Pengembangan Lembaga Ekonomi Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kapasitas dan Kampung
Masyarakat PPHE.17.02 | Peningkatan Partisipasi Masvarakat dalam Dinas Pemberdayvaan Masvarakat
Kampung Membanpur Kampung dan Kampung
PPE.17.03 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masvarakat
Kampung dan Kampung
PPE, 17.04 | Peningkatan Keberdavaan Masyarakat Lokal Dinas Pemberdayaan Masvarakat
Papua dan Kampung
PPFBE.18 [Meningkatlkan PPE.18.01 | Penguatan Kelermbagaan Pengarusutamaan Dinas Pemberdayvaan Perempuan
Partisipasi Gender dan Anak dan Perlindungan Anak
Perempuan PPB,15.02 | Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dialaim Anak dan Perlindungan Anak
Pembangunan, PPH.18.03 |Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender Dinas Pemberdayvaan Perempuan
PUG dan PEA dalam pembangunan dan Perlindungan Anak
PPB.18.04 | Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perempuan

dan Perlindungan Anak
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'I-’Flliigﬁlbéﬁ PROSES BISNIS PROSES SUB PROSES OPD PENGAMPL
PPE.19 | Pengendalian PPH.19.01 | Pengendalian Penduduk Dinas Administrasi, Kependudukan,
Pendudulk Dan Pencatatan Sipil, Pengendalian
Tertib Penduduk dan Keluarga Berencana
Administrasi PPHE.19.02 | Penataan Administrasi Kependudukan Dinas Administrasi, Kependudulkan,
Kependudukan Pencatatan Sipil, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
PPB.20 |Meningkatkan PPB.20.01 | Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Badan Penanggpulangan Bencana
kesiapsiagaan Bencana Alam Daerah
penanggulangan | PPB.20.02 | Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana
bencana Penanggulangan Bencana Daerah
PPB.20.03 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana
Bencana Daerah
PPBE.21 |Meningkatkan PPE.21.01 | Peraturan Perundang-Undangan Otonomi Khusus | Biro Administrasi Pelaksanaan
Kinerja Otonomi Khusus
Penyelenggaraan | PPB.21.02 | Perencanaan dan Pembangunan Bidang Otonomi | Bappeda;

Otonomi Khusus |

Khusus [Otsus)




KODE

PROSES | PROSES BIsNig | KODE SUB SUB PROSES OPD PENGAMPU
BISNIS R
PPB.22 | Meningkatlcan PPE.22.01 | Penataan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah
Kapasitas, PPE.22.04 | Pengembangan Masyarakat dan Dess Adat Otsus | Biro Administrast Pelaksanaan
Alcuntabilitas Otonomi Khusus Sekretariat Daerah
dan koordinasi | PPB.22.03 | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Bito Pemerintahan Sekretariat
Kehijalkan Daerah
Pemerintah PPB.22.04 | Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Biro Pemerintahan Sekretariat
Daerah Bidang Daerah
Pemerintahan PPE.22.05 | Penatnan Daerah, Distrik, Kelurahan, dan Biro Pemerintahan Sekretariat
Urnum dan Kampung Daerah
Otsus PPBE.22.06 | Peningkatan Sarana dan Komunikasi Serta Media | Biro Humas Dan Protokal
Masa Sekretariat Daerah
PPB.22.07 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Sekretariat DPRP
Draeran
PPB.22.08 | Pelayanan dokumentasi dan publikasi kegiatan Sekretarial DPRFP
DPE Papua Barat
PPB.22.09 | Peningkatan Kapasitas Lembaga MEP - FB Sekretariat MREP
FPB 23 | Meningkatlan PPFB.23.01 |Peningkatan Kapasitas Koordinasi Pembangunan | Biro Administrasi Pembangunan
Kapasitas, Daerah Sekretariat Daerah
Alkuntabilitas PPFB.23.02 | Peninghkatan Pengendalian Pembangunan Daerah | Bire Administrasi Pembangunan
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—— PROSES
BISND=S
dan Koordinasi Sekretariat Daerah
Kebijalkan PPB.23.03 | Peningkatan Fasilitasi Sarana Prasarana Bire Bina Mental Spiritual dan
Pemerintah [Lembaga Pembangunan, Informasi Kesejahteraan Kalkoyat Sekretariat

Dhaerah Bidang
Adiministrasi
Pembangunan
dan
Kesejahteraan

Pembangunan, Lembaga Sosial Keagamaan,
Kepemudaan, Lembaga Sosial Kemasyarakatan

dan Keagamaan, Peribadatan, dan olah raga)

Daerah

FPB.23.04 | Peningkatan Kapasitas Perencanaan Biro Administrasi Pembangunan
Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah
FPR.23.05 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Biro Mental Spiritual dan
Daerah pada Peringatan Hari-Hari Besar Kesejahteraan Rakyat Seleretariat
Keagamaan Daerah
FPB.23.06 | Pembinaan Mental dan spiritual di Provinsi Papua | Biro Mental Spiritual dan
Baral Kesejahteraan Ralkyal Sekretariat
Daerah
FPB.23.07 | Pengelolaan Penataan Ketatalaksanaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah
PPB.23.08 | Revitalisasi Kelembagaan Peranghkat Daerah Biro Organisasi Seleretariat Daerah
FPB.23.09 | Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah
FPB.23.10 | Penyusunan Kebijakan Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah; Biro Hukum
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PROSES | PROSES BISNIS “Eﬂjﬂhﬁg'ﬂ SUB PROSES OPD PENGAMPU
BISNIS
Sekretariat Daerah
FPBE.23.11 | Peningkatan Kemitraan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Dan Kerjasama
Sekretariat Daerah
PPB.23.12 | Peningkatan Kerjasama Informasi Pembangunan | Biro Perekonomian Dan Kerjasama
Daerah Sekretariat Daerah
FPE.23.13 | Koordinasi Kebijakan di Bidang Perekonomian Biro Perekonomian Dan Kerjasama
dan Kerjasama Sekretariat Dacrah
FPE.23.14 | Peningkatan dan Pengembangan Fengelolaan Biro Perekonomian Dan Kerjasama
Keuangan Daerah Sekretariat Daerah
FPB.23.15 | Pemantauan Tingkat Perkembangan Harga dan Biro Perekonomian Dan Kerjasama
Pengembangan Komoditas Strategis Sekretarial Daerah
PFPB.24 | Meningkatlkean PPB.24.01 | Pengelolaan perencanaan pembangunan daerah Bappeda;
Kualitas FPB.24,02 | Pengelolaan perencanaan pembangunan ekonomi | Bappeda,
Perencanaan FPB.24.03 | Pengelolaan perencanaan sosial dan budaya Bappeda;
Pembangunan PPB.24.04 | Pengelolaan perencanaan prasarana wilayah dan | Bappeda;
Daerah sumberdaya alam
PPR.25 | Optimalisasi PPB.25.01 | Pengelolaan Sistem Pengawasan Internal dan Inspektorat
Sistem Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pengawasan PPR.25.02 | Pengelolaan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Inspektorat




KODE

PROSES | PROSES BISNIS | “ODF 508 SUB PROSES OPD PENGAMPU
BISKIE
Pembangunan dan Aparatur Pengawasan
Daerah PPB.25.03 | Pengelolaan Peningkatan Kapahilitas APIP Inspektorat
PPB.25.04 | Pengelolaan Level Maturitas SPIP Inspektorat Prov | Inspektorat
PPB,25.05 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Inspektorat
PPBE.25.06 | Penataan dan penvempurnaan kebijakan sistem | Inspektorat
dan prosedur pengawasan
PPB.26 [ Meningkatkan PPBE.26.01 | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah
Kualitas FPB.26.02 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya
Sumberdaya Manusia
Aparatur
PPE.27 | Meningkatlan PPBE.27.01 | Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Badan Penelitian dan
Rreativitas Dan Pengembangan Pengembangan Daeran
Inovasi PPB.27.02 | Pengelolaan Kajian dan Penelitian Pengembangan | Badan Penelitian dan
Pembangunan [laerah Pengembangan Daerah
PPB.28 |Meningkatkan PPB.28.01 | Peningkatan Penerimaan Daerah Hadan Pendapatan Daerah
Alkuntabilitas PPB.28.02 | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Aset Daerah
Keuangan PPB.28.03 | Pemhinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan
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Daerah Kabupaten/Kota Aset Daerah
PPB.29 | Meninghkatlkan PPB.259.01 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media | Dinas Kominfo
Koneksitas Massa
Jaringan PPB.29.02 [ Pengembangan dan Peningkatan Teknologi Dinas Kominfo
Komunikasi, Informasi Komunikasi [TIK)
Ketersediaan PPB.29.03 | Pengelolzan Data/Informasi/Startistik Daerah Dinas Kominfo
Data Dan PPB.29.04 | Pengawasan dan Pengendalian Teknologi [Hnas Kominfo
Informasi Serta Informasi dan Komunikasi
Pengelolaan
Persandian
PPE.30 [ Meningkatlean PPBE.30.01 | Pengembangan Minat dan Budaya Baca Dinas Kearsipan dan Perpustalcaan
Budaya Baca PPB.30.02 | Pengembangan Pelavanan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustalkaan
Masyarakat Dan | PPB.30.03 | Perencanaan dan Pengembangan Dadan Dinas kearsipan dan Perpustalcaan
Tata Kelola Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi
Administrasi
Kearsipan
Daerah
PPBE.SL |Optimalisasi dan | PPE.31.01 | Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Badan Kesatuan Bangsa dan Palitik

Stahilisasi

Tindak Kriminal
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PROSES
BISNIS
Keamanan Dan | PPB.31.02 | Kemitraan Bina [deologl Negara dan Wawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Eetertiban

Umum

Kebangsaan

PPB.31.03 | Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PPB.31.04 | Peningkatan Nilai - Nilai Teleransi Keagamaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PPB.31.05 | Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penanganan Konflik Sosial

PPB.21.06 | Pengelolaan Pendidikan Politik Masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Fasilitasi Kelembagaan Politik, dan Keormasan

PPB.21.07 | Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Saman Polisi Pamong Praja

Tindak Kriminal serta Pemberdavaan Masyarakat




BAB V
PENUTUP

Berdasarkan pembabasan pada bab-bab sebelumnya, bab ini akan

menarik kesimpulan serta rekomendasi yang diharapkan dapat ditindaklanjuti

olch Pemerintah Provinsi Papua Baral.

3.

2.1 Kesimpulan

Peta proscs bisnis Pemerintah Provinsi Papua Barat disusun
berdasarkan dokumen Kencana Strategis Pemerintah Daerah (Dokumen
RPJMD Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022) vang masih berlaku. Hal
ini untuk menjamin linearitas antara dokumen percncanaan dengan
peta proscs bisnis serta operasionalisasinya kelak dalam standar
operasional prosedur

Peta proses bisnis Pemerintah Provinsi Papua Barat baru disusun
sampsl pada peta subproses,

Peta proses bisnis level provinsi adalah peta besar penyelenggaraan
urusdan  pemerintah provinsi sesual dengan dokumen perencanaan.
Schingga perlu operasionalisasinya pada level perangkat dacrah.
Perangkat dacrah pengampu urusan ketatalaksanaan dan peranglkal
dacrah pemangku urusan perencanaan memiliki peran penting dalam
membina dan mengendalikan pengembangan dan operasionalisasi peta
proses bisnis Pemerintah Provinsi papua Barat

5.2 Rekomendasi

Mengingat dokumen RPIJMD yang digunakan adalah Dolkumen RPJMD
tahun 2017-2022, maka jika ada perubahan perlu kiranya dilakukan
penycsudian-penyestiaian.

Menurunkan peta proses bisnis vang telah terpetakan ke dalam peta
subproses dan juga standar operasional prosedur.

Peta proses bisnis level Pemerintah Provinsi ini perlu disosialisasikan
kepada seluruh perangkat daerah, untuk selanjutnya perangkat daerah
menurunkannya ke dalam peta proses bisnis level perangkat daerah
yang lebih operasional herdasarkan Rencana Stralegis masing-masing
peranghkat dacrah,

Peta proses bisnis adalah sesuatu yang sangat dinamis, schingga

monitoring dan evaluasi perlu dilakukan paling tidak dalam tempo 1



tahun  sekali. Hal ini untuk menyesuaikan dengan perubahan
lingkungan internal dan eksternal organisasi Pemerintah Dacrah.
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